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PENGANIAYAAN BERAT DAN FITNAH SEBAGAI PENGHALANG
MEWARISI (Analisis Komparatif Pasal 173 KHI dan Fiqih Mazhab Syafi’i
dalam Perspektif Maqashid Syari’ah)

HARUN ARRASID

Harun Arrasid. 2024. Penganiayaan Berat Dan Fitnah Sebagai  Penghalang
Mewarisi (Analisis Komparatif Pasal 173 KHI Dan Figih Mazhab Syafi’i
Dalam Perspektif Magdshid Syari’ah). Tesis, Program Studi Hukum
Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Zulfikar, MA. (I1) Dr. Asrar Mabrur Faza,
MA

ABSTRAK

Dalam literatur fikih Islam, termasuk mazhab Syafi’i terdapat tiga hal yang
menyebabkan ahli waris terhalang mendapatkan warisan. Yaitu, pembunuhan,
perbudakan, dan perbedaan agama. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam
(KHI) penganiayaan berat dan fithnah terhadap pewaris ditetapkan menjadi
penghalang mewarisi, ketetapan itu terdapat pada pasal 173 poin a dan b. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengungkap Maqgashid Syari’ah terhadap penetapan
penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi. Penelitian ini
ditujukan untuk menjawab Tiga rumusan masalah yaitu: 1) Apa dasar hukum
yang digunakan oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 173 poin a dan b dalam
menetapkan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi? 2)
Bagaimana pandangan Figqih Mazhab Syafi’i terhadap penganiayaan berat dan
fitnah sebagai penghalang mewarisi? 3) Bagaimana Tinjauan Magashid Syari’ah
terhadap Pasal 173 poin a dan b (KHI) tentang terhalangnya seseorang mewarisi
sebab penganiayaan berat dan fitnah?. Jenis penelitian ini adalah penelitian
hukum Normatif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan mengumpulkan
data-data khusus terkait penghalang kewarisan. Data-data tersebut bersifat
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, kemudian
menyimpulkannya sebagai konsep umum. Lalu menganalisis data-data tersebut
dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian
ini penulis menggunakan pendekatan Maqosid Syari’ah untuk meninjau ketetapan
penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi.

Hasilnya, bahwa metode istinbath KHI dalam menetapkan penganiayaan
berat dan fitnah sebagai penghalang warisan adalah menggunakan Qiyas (analogi
hukum). Yaitu dengan menganalogikan penganiayaan berat dan fitnah kepada
pembunuhan, karena sama-sama merupakan tindak pidana keajahatan yang dapat
menyebabkan hilangnya kasih sayang antara pelaku dan korban. Sehingga
keduanya bisa disamakan sebagai penghalang mewarisi. Pandangan mazhab
syafi’i terhadap ketetapan tersebut adalah bahwa penganiayaan berat dan fitnah
tidak dapat digolongkan menjadi penghalang hak mewarisi. Karena penghalang
mewarisi yang disepakati dalam mazhab syafi’i hanya tiga yaitu pembunuhan,
perbudakan, dan perbedaan agama. Kalaupun Penganiayaan berat dan Fitnah
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tersebut dianalogikan kepada pembunuhan, maka analoginya dianggap lemah
karena landasan hukum (‘Illat) nya merupakan sebuah hikmah yang tidak
memiliki sifat Munasib (kemaslahatan yang jelas).

Kemudian, Maqashid Syari’ah Juz’iyyah dari ketetapan penganiayaan berat
dan fitnah sebagai penghalang mewarisi ada tiga yaitu, pertama untuk menjaga
kestabilan kehidupan, kedua, keselarasan aturan kewarisan dengan Fitrah
manusia, dan ketiga, merupakan bentuk dari realisasi solidaritas antar sesama
keluarga. Tiga hal tersebut berdasarkan Magashid Syari’ah Khoshshoh dari
penghalang kewarisan, yaitu memelihara hubungan kasih sayang antara sesama
keluarga. Kemudian dapat disimpulkan bahwa Magashid Syari’ah ‘Ammah-nya
adalah untuk menjaga keturunan (hifdzu al-Nasl). Sedangkan menurut pandangan
mazhab syafi’i penetapan Penganiayaan berat dan Fitnah sebagai penghalang
mewarisi tidak sesuai dengan prinsip Magqgashid Syari’ah tetapi justeru
dikhawatirkan menabrak prinsip Maqashid Syari’ah tersebut, dalam hal ini adalah
penjagaan terhadap harta (hifz al-mal). Dan ketetapan tersebut dapat
menyebabkan munculnya kemudharatan, yaitu berupa terhalangnya seseorang dari
mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya.

Kata kunci: KHI, Penghalang Mewarisi, Figih Mazhab Syafi’i, Magqasid
Syariah
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ABSTRACT

Harun Arrasid. 2024. Serious persecution and Defamation as Barriers to
Inheritance (Comparative Analysis of Article 173 KHI and Shafi’i’s
mazhab in the Magqdshid Syari'ah Perspective).

In Islamic literature, including Shafi’i’s mazhab, there are three things that
prevent heirs from getting inheritance. Namely; murder, slavery, and religious
differences. While in the Compilation of Islamic Law (KHI) serious persecution
and defamation is established as an obstacle to inheritance, the provision is
contained in section 173 points a and b. The purpose of this research is to uncover
Magqashid Syari’ah against the establishment of severe persecution and reproach
as an obstacle to inheritance. This study is aimed at answering three formulae of
the problem, namely: 1) What is the legal basis used by the Compilation of
Islamic Law articles 173 a and b in establishing serious persecution and
defamation as an inheritance barrier? 2) How does Figih Mazhab Shafi’i view
serious persecution and defamation as an obstacle to inheritance? 3) How does
Magqashid Syari’ah’s review of Article 173 (a) and (b) (KHI) relate to the
inheritance of persecution and defamation? This type of research is Normative
legal research. The data collection technique is to collect special data related to
inheritance barriers. This data is secondary in nature, consisting of primary,
secondary and tertiary legal materials, then summed up as a general concept. Then
analyze the data using qualitative analysis methods. In this research, the author
uses the Maqosid Syari'ah approach to review the provisions on serious
persecution and defamation as a barrier to inheritance.

As a result of this study, that method of istinbath KHI in setting heavy
persecution and defamation as an inheritance barrier is using Qiyas. It is the same
as murder, because it is a criminal offence that can lead to the loss of affection
between the perpetrator and the victim. So that both can be equated as a barrier to
inheritance. The mazhab Shafi'i's view of the provision is that serious persecution
and defamation cannot be classified as an obstacle to inheritance. Even if it is an
analogy of murder, it is a weak analogy. Then, Maqoshid Syariah Juz'iyyah of the
stability of life, the alignment of the rules of inheritance with human nature, and
the form of realization of solidarity among family members. This is based on
Magoshid Syariah Khoshshoh of the law of inheritance, which is to maintain a
loving relationship between family members. Maqoshid Syariah 'Ammah against
the provisions is to protect the descendants (hifdzu al-Nasl). Meanwhile,
according to the view of the Shafi'i mazhab, the determination of severe
persecution and defamation as barriers to inheritance is not in accordance with the
principles of Magashid Syari‘ah, but it is feared that it violates the principles of
Magashid Syari'ah, in this case namely the protection of property (hifz al-mal).
And this provision can cause harm, namely preventing someone from getting
something that is their right.

Keywords: KHI, Penghalang Mewarisi, Figih Mazhab Syafi’i, Maqasid Syariah
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan
0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi
Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992.

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi
Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya
dengan huruf Latin.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& sa S es (dengan titik di atas)
a Jim J Je

d Ha H ha (dengan titik di bawah)
d Kha Kh ka dan ha

: Dal D De

3 Zal 4 zet (dengan titik di atas)
J Ra R Er

J Zai z Zet

o Sin S Es

o Syim Sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)
ol Dad D de (dengan titik di bawah)
b Ta T te (dengan titik dibawah)
3 Za Vi zet (dengan titik di bawah)
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I ‘ain . koma terbalik di atas
& Gain G Ge
o Fa F Ef
it Qaf Q Qi
d Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em
o Nun N En
3 Waw W We
0 Ha H Ha
s Hamzah h Apostrof
S Ya Y Ye
2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
— fathah A A

—_— Kasrah | I

L dammah U U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Nama
Huruf
s —= Fathah dan ya Ai adani
s= | Fathah dan waw | Au adanu
Contoh:
Mauta [ iga
Haisu s s
Kaukaba : ¢
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harkat dan Huruf  dan

Huruf Nama Tanda Nama
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{ Fatak dan alif atau ya A a dan garis di atas
¢— Kasrah dan ya I i dan garis di atas
— dammah dan wau U u dan garis di atas

4. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta marbiitah ada dua:
1) Ta marbitah hidup
Ta marbttah yang hidup atau mendapat Harkatfathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah /t/.
2) ta marbutah mati
Ta marbiitahyang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah
/.
3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbttah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka
tamarbatah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:
raudah al-atfal — raudatulatfal Iy Az g
al-Madinah al Munawwarah 15 el Aigaa)
Talhah vdalh

5. Syaddah (Tasytd)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddahatau tanda tasydid, dalam transliterasi ini
tandatasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf
yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbana : Gy
nazzala : J
al-birr : L
al-hajj :gad
nu’ima : aad

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu: J), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh
huruf gamariah.
1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang
sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang diikuti oleh huruf gamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariah ditransliterasikan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan
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bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf gamariah, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan

dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu =

- as-sayyidatu = :diedl

- asy-syamsu  suad)

- al-galamu L)

- al-badt’u syl

- al-jalalu )
7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof,

akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir
kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab sama dengan alif.

Contoh:

- ta’khuziina  :093AU
an-nau’ 18 o)
syai’un 18 g
inna )
Umirtu HES

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi’il (kata kerja), ism (kata benda) maupun
harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat
yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan
juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- Wainnallaha lahua khairurrazigin HaTa | U | RV VR U P

- Faauful-kailawal-mizana 1O Sl glo ) ) g gld

- Ibrahim al-Khalil LAl an A

- Bismillahi majreha wa mursaha i 5 ) e Al pnusy

- Walillahi ‘alan-nasihijju al-baiti i Npa Wl e i
Man istata’ailaihi sabila i dp ) plat o e

9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa
yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama
tersebut, bukan kata sandangnya.
Contoh:
- Wa ma Muhammadun illa rasil
- Inna awwala baitin wudi’a linnasi lallazi bi bakkata mubarakan
- Syahru Ramadan al-laziunzila fihi al-Qur’anu
- Walaqad ra’ahu bil ufuq al-mubin
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- Alhamdulillahirabbil —‘alamin
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata
lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
digunakan.
Contoh:
- Nasrun minalahi wa fathun garib
- Lillahi al-amru jam1’an
- Lillahil-armu jam1’an
- Wallahu bikulli syai’in ‘alim
10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasehan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

XV



KATA PENGANTAR
s
AT g U b Mg sld¥) B,aT o oSty 85ally (bl ) &l e
day Lol pal Aoy

Dengan mengucap puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala taufiq
dan hidayah-Nya yang telah membukakan pintu kemudahan berupa ilmu
pengetahuan, Kesehatan serta petunjuk-Nya kepada penulis dalam rangka
menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “PENGANIAYAAN BERAT DAN
FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI (Analisis Komparatif Pasal
173 KHI dan Figih Mazhab Syafi’i dalam Perspektif Maqashid Syari’ah)”
Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi di program Strata-2 (S2)
Pascasarjana IAIN Langsa pada program studi Hukum Keluarga Islam untuk
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.). Selanjutnya shalawat dan salam
kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membina ummat
manusia dari kebodohan kepada generasi yang berilmu pengetahuan.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini masih terdapat berbagai
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segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan masukan dari berbagai
pihak demi kesempurnaan Tesis ini.
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fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

2. Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, Bapak Dr.
Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa
memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Pascasarjana
untuk menyelesaikan studi.

3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana (S-2), Bapak

Dr. Azwir, MA. beserta Sekretaris Prodi Dr. Indis Ferizal, M.H.l. yang
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selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses
penyusunan tesis serta pelayanan akademik yang diberikan kepada
penulis.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang kaffah, aturannya mencakup segala lini kehidupan
ummatnya dari dunia hingga akhirat. Tidak ada satu hal pun yang luput dari
aturan dan undang-undang hukum islam. Baik hukum yang mengatur hubungan
individu terhadap Tuhan maupun yang mengatur hubungan individu terhadap
individu lainnya. Kepatuhan seorang hamba terhadap aturan-aturan islam adalah
bukti dari ketaannya kepada tuhan sang pencipta yaitu Allah Swit.

Satu diantara hukum islam yang mengatur hubungan seorang individu
dengan individu lainnya yang terkait dengan perpindahan kepemilikan harta
setelah seseorang meninggal adalah Hukum Warits atau yang lazim disebut
sebagai Fardidh. Menurut Baharuddin Ahmad, Hukum Kewarisan Islam ialah
hukum yang mengatur orang-orang yang dapat mewarisi dan tidak dapat
mewarisi, dan aturan penerimaan bagian setiap ahli waris dan tata cara
pembagiannya.' Waris menurut Muhammad al-Syarbiny adalah sebagai berikut:
o ol 538 Haag A5 Bas 1) st Cledt B eyl sliad) i

b SR

“Hukum figih yang berkaitan dengan pembagian ha/rta, pen;]etahuan
terhadap tata-cara penghitungan harta, dan pengetahuan pada bagian-bagian yang
wajib dari harta pusaka bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris).”?

Dalam islam melalui al-qur’an dan hadits telah rinci dijelaskan semua hal
terkait aturan-aturan kewarisan, mulai dari orang-orang yang berhak menjadi ahli
waris serta bagian-bagianya.

Diantara dasar hukum kewarisan dalam al-Qur’an salah satu nya QS. An-
Nisa/04: 33 :

! Baharuddin Ahmad dan lly Yanti, Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di
Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015), h. 265.

2 Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Khatib al-Syarbiny, al-Mughni al-Muhtaj, Juz
IV, (Beirut: Libanon Darul Kitab al-‘Imiyah,1994), h. 7
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“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah mer“1eta|c;kan para ahli
waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya.
Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah
bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala
sesuatu. "

Seseorang dapat menjadi ahli waris bila telah memiliki sebab yang
menjadikannya sah sebagai ahli waris. Sebab-sebab kewarisan ada tiga. Pertama,
hubungan nasab (kekerabatan), hubungan nasab si mayit ada tiga golongan yaitu
golongan ushdl (leluhur), furu’ (keturunan) dan hawasy (keluarga dari jalur
horizontal).*

Kedua, hubungan pernikahan. Akad pernikahan yang sah antara suami-istri
dapat menjadikan keduanya saling mewarisi meskipun mereka belum pernah
melakukan hubungan suami-istri. Ketiga, yaitu hubungan wald’ yaitu hubungan
kerabat yang terjadi disebabkan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya.
Orang yang memerdekakan tersebut dapat menjadi ahli waris bagi budak yang
dimerdekakannya bila budak tersebut tidak memiliki ahli waris sama sekali.

Sebagian ulama Syafi’iyyah menambahkan sebab yang lain yaitu sebab
keempat yaitu Jihatul Islam, artinyanya, jika seorang Muslim meninggal dunia
dan ia tidak memiliki ahli waris yang berhak menjadi ahli warisnya maka
warisannya diberikan kepada baitul mal untuk dikelola sebagai kemaslahatan
umat Islam. Dan ummat islam menjadi pewarisnya dengan jalan ‘ahsobah.’

Diantara aturan yang juga termasuk dalam ruang lingkup hukum waris
adalah Mawdani’ al-Irs, yaitu hal-hal atau penghalang-penghalang yang
menjadikan seseorang terhalang mendapatakan warisan. terdapat tiga penghalang

yang disepakati oleh para ulama sebagai penghalang mewarisi, yaitu perbudakan,

*Qur’an Kemenag, QS. An-Nisa/04: 33, Referensi:https://quran.kemenag.go.id/quran/per-
ayat/surah/4?from=33&t0=176, diakses kamis 09 November 2023

* Muhammad Ali al-Shobuni, Al-Mawarits Fi Al-Syariat Al-Islamiyah (Jakarta: Dar Al-
Kutub, 2005), 48-49

> Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, Roudhat at-Thalibin, (Beirut: Al-Maktabah al-Islami,
1991), Juz. 6, h.3
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pembunuhan dan berbeda agama.® Seseorang yang melakukan pembunuhan, maka
la tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya itu, hal ini berdasarkan
sabda Rasulullah SAW:

ij)\j.e Sy 4 2S5 1005 o LU :51@3 <le L;Lp & Js2s J6
B3 g V5 o) 0 L3

“Rasulullah Saw. Bersabda: Tidak ada bagian bagi pembunuh, dan jika
tidak ada baginya pewaris maka pewarisnya adalah orang terdekat kepadanya,

2

Seorang pembunuh tidak mendapat harta warisan sedikitpun”.
Terkait orang yang melakukan pembunuhan, para ulama berbeda

pendapat, pertama, orang yang membunuh seseorang maka sama sekali tidak
berhak mendapat warisan dari yang dibunuhnya. Kedua, orang yang membunuh
itu masih dapat mewarisi, pendapat ini hanya diamini oleh sedikit ulama. Ketiga,
membedakan antara pembunuhan dengan sengaja dan tidak sengaja. Keempat,
Kesengajaan membunuh dengan tujuan untuk melaksanakan kewajiban, seperti
jika orang tersebut membunuh karena harus menegakkan hukum hudud.®
Selanjutnya, berlainan agama. Seorang yang beragama islam tidak dapat
mewarisi non muslim, demikian juga sebaliknya berdasarkan sabda Rasulullah
SAW:
B I P 1y i U A E A B E
V5 G0 sl &5 ¥ 106 los b Lo oD e o g el
ezl Sl
“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, menceritakan pada kami
Sufyan dari Zuhry dari Ali bin Husain dari A’mar bin Usman dari Usamah bin

Zaid dari Nabi Saw la berkata : tidaklah mewarisi seorang muslim akan orang
kafir dan tidak pula mewarisi orang kafir akan orang muslim

® M. Anshary, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2013),h.44

" Hadits ini dinukil dari kitab ad- Diyat, bab Diyét al-A d¢ha . (n0.4564) pada Abu Dawud
Sulaimén bin al-Asy’as, Sunan Abi Dawud (Beirut : Maktabah Al-Ashriyah, t.th) Jilid 4, h.189

® Ibnu Rusyd, Bidayatual-Mujtahid “Analisa Fikih Para Mujtahi “d, terj. Imam Ghazali
Said dan Ahmad Zaidun ( Jakarta: Pustaka Amari, 2007). h. 433-434

% Hadits ini dinukil dari kitab al-Farigh bab Hal Yaritsu al- Muslimu Kafir (No. 2909)
Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as, Sunan Abi Dawud (Beirut : Maktabah Al-Ashriyah, t.th)
Jilid 3, h.125



Seterusnya budak, budak adalah milik tuannya, dan dia dianggap sebagai
harta, maka oleh karenanya ia tidak memiliki hak untuk menguasai atau memiliki
harta, hal ini dilandaskan pada firman Allah SWT. Surat An-Nahl/16 : 75.

”}@_awu))uu;jyggw&) \5}1:\ Yex 2 s
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“Allah  membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah
kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang
Kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara
sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. *°
Di Indonesia, hukum Islam merupakan salah satu subsistem hukum karena
menjadi salah satu norma hukum dalam upaya pembentukan hukum nasional.
Diantara pembaharuan hukum islam di indonesia adalah pembentukan KHI yang
diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 1991. Selain hukum-hukum islam lain, dalam
KHI ini juga diatur tentang sistem kewarisan islam yaitu pada buku ke Il yang
terdiri daripada 6 bab dan 44 pasal.™
KHI adalah akronim dari Kompilasi Hukum Islam, pembentukannya
didasari oleh banyaknya perbedaan pendapat para fugohd’ yang selama ini
digunakan oleh para hakim di peradilan agama dalam memutus suatu perkara.
KHI dibentuk bertujuan untuk mengatur dan menyeragamkan pendapat para
hakim peradilan agama dalam menangani perkara yang sama, yang menyebabkan
ketidakpastian hukum dan antipati masyarakat.*> Oleh karena itu, KHI dibentuk
ialah untuk mengatur dan menyeragamkan pendapat para hakim peradilan agama
dalam menangani sebuah perkara.®
Hasil dari lahirnya KHI sangat dirasakan oleh masyarakat muslim

Indonesia. Sampai saat ini, masih jarang orang yang tahu tentang gagasan-gagasan

1 Qur'an Kemenag, Surat An-Nahl ayat 75. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-
ayat/surah/16?from=75&t0=128 diakses pada 10 Juni 2024

1 Menurut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di
Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, halaman 24.

12 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,
2017), h. 175.

3 Abdurrahman Wahid, Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1990) 254
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baru yang menjadi suatu kaidah hukum yang diatur dalam KHI.** Seperti halnya
hukum kewarisan yang merupakan salah satu hukum yang diatur dalam KHI,
dimana hukum kewarisan ini sering digunakan dan diterapkan oleh masyarakat.
Tidak jarang masalah waris muncul dan dibawa ke peradilan agama.

Hal ini menunjukkan bahwa selain hukum yang terkandung dalam alqur'an
dan hadits, hukum yang berlaku bagi muslim Indonesia juga terkandung dalam
KHI. Ini karena, KHI pada dasarnya diciptakan untuk menjawab pertanyaan yang
muncul di masyarakat dan juga menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim
peradilan agama dalam memutuskan kasus yang dihadapi di Indonesia.®> Dengan
demikian, masyarakat Indonesia secara tidak langsung mengamalkan hukum
kewarisan yang ada dalam KHI.

Sesungguhnya, tujuan utama pembentukan KHI adalah menjadikan hukum
Islam sebagai hukum positif di Indonesia.® Meskipun sumber hukum Islam
bergantung pada al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi ijtihad merupakan cara yang
sangat penting untuk menyelesaikan masalah hukum baru yang tidak dijelaskan
dengan tegas dalam al-Quran maupun Hadis.'” Oleh karena itu, mungkin saja ada
perbedaan yang signifikan antara KHI dan hukum Islam khususnya dalam
masalah kewarisan.

Terkait dengan penyebab terhalangnya seseorang mewarisi, pada pasal
173 KHI tertulis;*®

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau

menganiaya berat para pewaris.

¥ Andi Herawati, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia”,
Studia Islamika, 2 (Desember, 2011),h. 336.

5 Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam, 177.

M. Yahya, informasi materi hukum islam, (Jakarta: logos, Thn.1999), h. 30.

" Mahsun Fuad, hukum islam Indonesia, (Yogyakarta: Pelangi Askara, 2005), h.188

8 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,
2010) h. 78



b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan
hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Bila kita cermati dasar hukum kewarisan yang tertera pada al-Quran dan
Sunnah serta literatur figih klasik, maka yang menarik adalah bahwa kita
menemukan ada perbedaan terkait penyebab seseorang mewarisi yang ada dalam
pasal 173 ayat a dan b KHI, dimana pada ayat a dan b mencantumkan perilaku
fitnah, mencoba membunuh dan penganiayaan berat sebagai alasan terhalangnya
hak mendapatkan warisan dari ahli waris. Sedangkan dalam ketentuan al-Quran
dan Sunnah serta literatur figih klasik dan pandangan ulama-ulama mazhab
termasuk Mazhab syafi’i ketiga hal tersebut tidak ditemukan.

Menurut pendapat yang paling kuat dalam madzhab Imam Syafi’i
penghalang mewarisi ada tiga yaitu budak, pembunuhan dan berbeda agama.*®
Pertama, budak. Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai budak, semua
sepakat bahwa budak adalah salah satu hal yang menghalangi warisan.
Selanjutnya yang kedua, pembunuhan. Menurut madzhab Syafi'i, semua jenis
pembunuhan dapat menghalangi hak waris secara keseluruhan, bahkan jika
pembunuhan itu dilakukan atas dasar hak, seperti melakukan qishas atau untuk
tujuan kebaikan, seperti seorang ayah memukul anaknya untuk mendidik atau
seseorang yang berusaha membuka ikatan luka untuk menyembuhkan, bahkan
setiap orang Yyang terlibat dalam lingkaran pembunuhan tersebut maka
katerlibatannya dapat menghalangi waris.?’ Yang ketiga adalah perbedaan agama.
Jumhur fugaha' termasuk Imam Syafi'i setuju bahwa orang kafir tidak bisa
mewarisi orang Islam begitupun sebaliknya.

Masuknya pembunuhan sebagai salah satu penghalang kewarisan dalam
KHI sudah sesuai dengan Nash yang shahih, akan tetapi dimasukkannya
percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang
mewarisi merupakan ketentuan dan aturan baru yang ada dalam KHI. Jika

ditelaah, sulit dibenarkan jika para ulama dan pemerintah memasukkan ketentuan

9 Kementrian Kuwait, Mausu’ah al Fighiyyah al-Kuwait (Kuwait: Darus Salasil, t.t.),
Juz 3, h.23
% Ibid,.h. 23



baru hanya berdasar pada tujuan syariat saja, mereka pasti benar-benar melakukan
pengkajian yang dalam terhadap suatu hukum dan menyandarkannya kepada nash
yang ada melalui pendekatan kaidah-kaidah istinbath hukum yang ada.

Adapun yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah
mengenai penganiayaan berat dan fitnah sebagai faktor penghalang kewarisan.
Yaitu pertama, jika seorang ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah melakukan
penganiayaan berat pada pewaris, maka menurut KHI ahli waris tersebut
terhalang dari kewarisan. Dan kedua, bila sorang ahli waris memfitnah pewaris
bahwa pewaris telah melakukan suatu tindakan kejahatan yang ancamannya
minimal lima tahun penjara, dan oleh pewaris mengajukan kembali bahwa
tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak dapat dibuktikan, maka si ahli waris
dapat terhalang dari haknya mendapat warisan jika pewaris meninggal dunia
apabila hakim menetapkannya sebagai pelaku fitnah. Misalnya, seorang anak
memfitnah ayahnya melakukan kejahatan dan dijatuhi hukuman lima tahun
penjara oleh pengadilan, maka jika ayahnya kelak meninggal, pengadilan dapat
memutuskan bahwa anak tersebut tidak dapat mewarisi harta ayahnya karena
terbukti bahwa dia adalah pelaku fitnah.

Penganiayaan berat dan fitnah kedua-duanya jelas merupakan tindak
pidana yang berakibat pelakunya dijatuhi sanksi. Perlakukan sewenang-wenang,
seperti menyiksa atau menyakiti, disebut penganiayaan. Menganiaya berat adalah
tindak kekerasan yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga
menyebabkan cedera atau kematian.?! Penganiayaan yang dilakukan oleh seorang
ahli waris terhadap pewaris disinyalir bertujuan untuk mempercepat mendapatkan
harta warisan. Dalam islam perbuatan penganiayaan dikenal denga Jarimah.
Islam sangat melarang perbuatan tersebut. Seperti firman Allah QS. Al-A’raf/7
:33

21 pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia
(Medan: Perdana Mulya Sarana, 2010.).h.144
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Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku hanya
mengharamkan segala perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi,
perbuatan dosa, dan perbuatan melampaui batas tanpa alasan yang benar. (Dia
juga mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah
tidak menurunkan bukti pembenaran untuk itu dan (mengharamkan) kamu
mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Demikian juga dengan fitnah, Fitnah adalah salah satu perbuatan yang
sangat hina dimana seseorang melakukannya dengan maksud menghinakan
saudaranya sesama muslim.? Fitnah membuat orang lain kehilangan harta, harga
diri, dan bahkan nyawa. Dengan melakukan fitnah, pelaku juga dapat dengan
mudah mendapatkan harta warisan dari pewaris sebelum tiba waktunya.?* Hal ini
disebabkan fakta bahwa fitnah dapat merusak martabat dan harga diri orang yang
difitnah. Hal ini pasti dapat memburukkan kesehatan fisiknya dan kondisi
mentalnya, yang mungkin juga dapat mempercepat kematiannya.

Meski demikian, dalam fikih klasik (Turéts) kita tidak menemukan adanya
penetapan penganiayaan berat dan juga fitnah sebagai penghalang mewarisi,
kecuali jika penganiayaan dan fitnah itu menyebabkan kematian.

Jika dilihat dari sisi efek negatif yang ditimbulkan antara tindak pidana
pembunuhan dengan penganiayaan dan fitnah, maka dapat kita temukan adanya
persamaan. Pembunuhan, penganiayaan dan fitnah dianggap bisa menjadi alasan
bagi pelaku untuk mempermudah dalam mendapatkan harta warisan sebelum tiba
waktunya.® Penganiayaan berat, Fitnah dan pembunuhan sama-sama dapat
memutuskan hubungan kasih sayang antara pelaku dan korban. Padahal hubungan

sangat dijaga oleh syariat dalam penetapan hukum kewarisan.?® Namun, apakah

2 Qur’an Kemenag Q.S Al-A’raf ayat 33 Referensi :
https://quran.kemenag.go.id/guran/per-ayat/surah/7?from=33&t0=206 Diakses Pada 04 Juli 2024

% Naskur “Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam", Jurnal llmiah Al-Syir’ah, 6.2
(2008).

* Wirjono Prodjodiokuro, Hukum Warisan Di Indonesia (Jakarta: Sumur Bandung,
1976), h.115

% Wirjono, Hukum Warisan Di Indonesia, h.115

26 Nuruddin al-Khodimi, Ilmu al-Magoshid al-Syariah, (Maktabah al-Abikan, t.tp 2001),
h. 72.
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tindakan penganiayaan berat dan fitnah dapat disamakan hukumnya dengan
perbuatan pembunuhan secara utuh, sehingga kemudian dapat dimasukkan
sebagai penghalang mewarisi?.

Uraian diatas cukuplah menjadi alasan bagi peneliti untuk tertarik
melakukan pengkajian dan analisis lebih dalam terkait dimasukkannya faktor
penganiayaan berat dan fitnah sebagai alasan terhalangnya seseorang mewarisi
dalam pasal 173 KHI serta mengkomparasikannya dengan Fiqih Mazhab Syafi’i,
kemudian meninjau legalitas dan dampak hukumnya melalui pendekatan
Maqoshid Syari’ah.  Penelitian ini  berbentuk tesis yang berjudul
“PENGANIAYAAN BERAT DAN FITNAH SEBAGAI PENGHALANG
MEWARISI (Analisis Komparatif Pasal 173 KHI dan Fiqih Mazhab Syafi’i
dalam Perspektif Maqgashid Syari’ah)”

B. Rumusan Masalah

Melalui pertimbangan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas,
perlu untuk memfokuskan masalah yang luas ini sehingga dalam pelaksanaan
penelitian, aspek-aspek yang perlu dan ingin diketahui menjadi lebih jelas. Maka
secara khusus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana
Penganiayaan Berat Dan Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi, Analisis
Komparatif Pasal 173 KHI dan Fiqih Mazhab Syafi’i dalam Perspektif Maqgashid
SyarT’ah. Secara terperinci rumusan masalah dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Kompilasi Hukum Islam pasal

173 poin a dan b dalam menetapkan penganiayaan berat dan fitnah
sebagai penghalang mewarisi?

2. Bagaimana pandangan Fiqih Mazhab Syafi’i terhadap penganiayaan

berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi?

3. Bagaimana Tinjauan Magashid Syari’ah terhadap Pasal 173 poin a

dan b (KHI) tentang terhalangnya seseorang mewarisi sebab

penganiayaan berat dan fitnah?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam pasal
173 poin a dan b dalam menetapkan penganiayaan berat dan fitnah
sebagai penghalang mewarisi

2. Untuk mengidentifikasi pandangan Fiqih Mazhab Syafi’i terhadap
penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi

3. Untuk menganalisis Bagaimana Tinjauan Magashid Syari’ah terhadap
Pasal 173 poin a dan b (KHI) tentang terhalangnya seseorang
mewarisi sebab penganiayaan berat dan fitnah

Penelitian ini memberikan sumbangsih dalam bentuk hasil yang berguna

dalam pengembangan kajian keislaman kedepannya, berikut beberapa manfaat
penelitian ini diantaranya:

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan kajian tentang
hukum Islam umumnya, khususnya kajian terhadap dasar dan metode
istinbath pasal 173 huruf a dan b KHI tentang penganiayaan berat dan
fitnah sebagai salah satu penghalang mewarisi.

b. Selain itu, diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan berfungsi
sebagai referensi untuk penelitian yang serupa, sehingga penelitian
hukum Islam tidak stagnan.

c. Hasil penelitian ini tentunya memberikan sumbangan pemikiran
terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dibidang hukum islam
khususnya tentang penghalang mewarisi menurut KHI, Dan tentunya
dapat menjadi bahan referensi bagi berbagai kalangan akademisi baik
bagi sarjana hukum islam maupun peneliti lainnya.

d. Diharapkan hasil penelitian ini juga akan meningkatkan pengetahuan
dan pemahaman masyarakat luas tentang KHI sehingga tidak ada
keragu-raguan dalam mengamalkan dan menjalankan hukum yang

berlaku di dalamnya.
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D. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami, maka terdapat beberapa istilah yang
perlu dijelaskan dalam penelitian ini: yaitu :

1. Penganiayaan Berat dan Fitnah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti penganiayaan berat
adalah perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga
mengakibatkan cacat badan atau kematian. Penganiayaan berat berasal dari kata
dasar penganiayaan.?’” Menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP, penganiayaan berat
didefinisikan sebagai penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat dan
diancam dengan hukuman penjara maksimal lima tahun..?®

Sedangkan Menurut Kamus Besar Indonesia, fitnah adalah istilah untuk
kebohongan atau tidak benar yang disebarkan dengan tujuan menjelekkan
seseorang (seperti menodai nama baik seseorang atau merugikan kehormatan
seseorang).?’ Fitnah pada dasarnya berasal dari bahasa arab yaitu Fitnatu, Fitan
(Jama’) yang memiliki arti cobaan, bala, siksaan, gila, sesat, dan kekacauan.*
Menurut Ragib al-Asfahani (w. 502 H) pada mulanya kata tersebut memiliki
makna dasar seperti ungkapan “membakar emas untuk mengetahui kadar
kualitasnya” seorang pandai emas disebut dengan al-Fatin, dengan tujuan menguji
kadar kualitas dari logam tersebut.®*

Dalam penelitian ini, penganiayaan berat yang dimaksud adalah tindak
pidana yang sengaja dilakukan untuk melukai orang lain yang berakibat
korbannya mengalami luka berat atau luka yang tidak mungkin atau tidak ada
harapan sembuh, dan dengan adanya luka atau cacat tersebut korban tidak bisa
melakukan aktifitas sebagaimana biasanya. Sedangkan fitnah yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah merujuk pada makna fitnah yang difahami dan pakai
oleh banyak masyarakat Indoensia, yaitu berita bohong yang bertujuan untuk

7 Tim Redaksi Departemen Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta;
Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.43

?8Kitab Undang-Undang Hukum pidana bab xx pasal 351-358.

2 Tim Redaksi Departemen Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.44

**Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 307

S'Ahmad Bin Faris Bin Zakariya, Mu"jam Magayis al-Lugah, juz IV (Dar al-Fikr,
1319H/1979 M), h. 472.
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membuat kekacauan. Dan dalam konteks ini yaitu bahwa seorang ahli waris
mengajukan pengaduan kepada pengadilan bahwa pewaris melakukan suatu
kejahatan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih
berat.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 173
Menurut Bustanul Arifin Kompilasi Hukum Islam adalah "figih dalam
bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengganunan
hukum syara".** Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kumpulan materi hukum
Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, yang terdiri dari tiga
kelompok hukum: Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan, termasuk
hibah dan wasiat, dan Hukum Perwakafan (14 pasal). KHI juga memiliki satu
ketentuan penutup yang berlaku untuk masing-masing kelompok ini.*
Pasal 173 adalah sebuah pasal yang termaktub dalam buku Il Kompilasi
Hukum Islam yang berbunyi:**
Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:
a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat pada pewaris.
b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman
5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
Adapun fokus dalam penelitian ini ialah dimasukkannya penganiayaan berat
dan fitnah sebagai penghalang mewarisi.
3. Figih Mazhab Syafi’i
Figih Mazhab Syafi’i adalah mazhab figih yang dinisbahkan kepada Imam
Syafi’i sebagai pendirinya, yang merupakan salah satu dari mazhab figih yang
empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali) dalam kelompak sunni. Mazhab ini

%2 Bustanul Arifin, "Kompilasi Figih dalam Bahasa Undang-undang", dalam Pesantren,
No. 2/Vol. 11/1985, h. 25

% Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta:
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama RI, 2001), h. 120

% pasal 173 KHI. Lihat : Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 78
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mulai dicetuskan di Bagdad, kemudian dilanjutkan di Mesir di mana ia
mengalami perkembangan dan perubahan dalam beberapa masalah yang
kemudian dikenal sebagai Qoul Qodim dan Qoul Jadid.* Qoul Qodim adalah
fatwa dan pendapat Imam Syafi’i ketika berada di bagdad, sedangkan Qoul Jadid
adalah fatwa dan pendapat Imam Syafi’i setelah berada di mesir yang merevisi
beberapa pendapatnya saat di bagdad.

Mazhab Syafi'i, didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris bin as-Syafi'i
(W. 204 H), adalah aliran figh yang berasal dari ijtihad Imam Syafi'i, yang dia
ambil dari Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu mazhab
yang paling populer di dunia saat ini dan memiliki banyak pengikut.

Dalam kitab al-Umm dijelaskan pembentukan mazhab Mazhab Syafi’i
sebagai berikut: “Ilmu itu bertingkat-tingkat, pertama ilmu yang di ambil dari Al-
Qur’an dan sunah Rasulullah SAW. apabila telah tsabit kesahihannya. Kedua,
ilmu yang di dapat dari Ijma’ dalam hal yang tidak dijelaskan hukumnya oleh Al-
Qur’an dan sunah Rasulullah SAW. Ketiga, fatwa sebagian sahabat yang tidak
didapati adanya fatwa sebagian sahabat lain yang menyalahinya. Keempat,
pendapat yang diperselisinkan di kalangan sahabat. Kelima giyas, apabila tidak
dijumpai hukumya dalam keempat dalil di atas. Tidak boleh berpegang kepada
selain Al-Qur’an dan sunah dari beberapa tingkatan di atas selama hukumnya
terdapat dalam dua sumber tersebut”.*

4. Maqashid Syari’ah

Kata magashid berasal dari kata gosoda yang memilili beberapa makna.
Yaitu menuju sesuatu,®’ ketetapan pendirian, kemudahan®® dan moderat.*

Menurut istilah, Magdashid Syari'ah adalah beberapa tujuan yang telah

ditetapkan oleh syariat untuk dicapai dalam rangka untuk kemaslahatan

% |smail Thaliby,M.A., Imam Syafi’i Mujtahid Tradisional Yang Dinamis, (Jakarta,
Kalam Mulia, 1993), h. 4

% Abdul Azis Dahlan, ddk (ed.), Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru
van Hoeve, 1996). Cet ke-1, h. 1679-1682.

" Murtado Al-Zabidi, Taju al-Arus, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), Juz 1, h. 2208.

% Abi Fadhil Jamaluddin Muhammad Bin Ibnu Manzur, Lisan al-Arob, (Damaskus, Dar
al-Fikr, 2006), Juz 3, h.353.

% Muh. Ibn Abi Bakr Al-Rozi, Mukhtar al-Shihah, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), h.226.
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manusia.** Muhammad Ali Jibran mendefenisikan Magdshid Syari’ah sebagai
berikut:
0 3 Gl aeliad) gaand Gy 2 5T o Sl

“Tujuan—tujuan. yé\ng d[turunkan me!alui slyariat untuk/ menggapa{r/lya untuk
kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Magdshid Syari'ah adalah
tujuan dari seperangkat hukum Islam untuk menciptakan keadilan dan
kemaslahatan bagi masyarakat, bukan sekumpulan aturan yang akan merusak
tatanan sosial.*

E. Kajian Terdahulu

Guna ntuk mengetahui lebih jauh tentang permasalahan penganiayaan berat
dan fitnah sebagai penghalang mewarisi dalam KHI pasal 173, Adanya penelitian
sebelumnya dapat digunakan untuk melihat masalah yang telah dibahas oleh
peneliti sebelumnya. Berikut ini beberapa masalah yang sudah dibahas oleh
peneliti lain terkait masalah yang sama, antara lain :

a. Jurnal berjudul “Fitnah Sebagai Penghalang Ahli Waris Studi Komparatif

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Islam” oleh Muhammad

Jufri dan Riski Riko Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia VVolume 14,

No. 1, Juni 2020. Dalam jurnal ini peneliti tersebut menemukan bahwa,

berdasarkan efeknya, fitnah dapat menghalangi ahli waris. Namun, tidak

semua fitnah yang diajukan kepada pewaris dapat menjadi penghalang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 173 mendefinisikan fitnah sebagai

tuduhan palsu atau fitnah yang diadukan kepada kepolisian dengan ancaman

terhadap seorang pewaris dengan lima tahun penjara atau hukuman yang

lebih berat.*®

0 Ahmad Al-Roisuni, Nazariahal-Magoshid, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), h.19

* Muhammad Ali Jibran, magoshidal-Syariah, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), h.10.

* Syukur Prihantoro, Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah
Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem) Jurnal At-Tafkir, IAIN Langsa Vol.
X No. 1 Juni 2017.h.122

*¥ Muhammad Jufri dan Riski Riko. Jurnal “Fitnah Sebagai Penghalang Ahli Waris Studi
Komparatif Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Islam” Universitas lbrahimy
Situbondo, Indonesia VVolume 14, No. 1, Juni 2020
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b. Buku yang berjudul “Kewarisan dan Problematikanya di Indonesia” yang
ditulis oleh Zainal Arifin Haji Muhajir yang diterbitkan oleh Lembaga
Kajian Dialektika (Tanggerang Selatan 2023). Dalam buku ini beliau
menjelaskan bahwa Menurut KHI, fithah dianggap sebagai penghalang
untuk mewarisi, dan ini dianggap sebagai modifikasi dari jenis pembunuhan
yang telah dikenal dalam kajian Figh di masa lalu. Saat ini, manusia tampak
semakin mampu melakukan kejahatan terselubung untuk mencapai tujuan
tertentu dan tetap aman, sehingga mereka menggunakan metode tertentu,
seperti fitnah. Penulis buku ini berpendapat bahwa hal ini harus diantisipasi,
termasuk dalam studi hukum waris. Pelaku fitnah berhak atas hukuman
tidak mewarisi.**

c. Jurnal yang berjudul “Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (4)
Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis oleh Ahda Fithriani.* Dalam jurnal
ini peneliti hanya memfokuskan permasalahan yang ada di KHI 173 huruf A
yang menjadikan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat sebagai
penghalang mendapatkan warisan yang ditinjau dalam hukum Islam yang
bercorak keindonesiaan. Dengan menerapkan konsep nilai-nilai berupa
kemaslahatan manusia serta dengan melakukan ijtihad seperti giyas dan
sadd al-zari’at.

d. Tesis oleh Amru Syahputra Lubis, tahun 2014 IAIN Sumatera Utara Jurusan
Hukum Islam Pascasarjana dengan judul “Pandangan Ulama Kota Medan
Terhadap Pernghalang Mendapatkan Warisan Dalam Khi Pasal 173".
Penelitian ini berfokus pada perbedaan seorang yang terhalang mewarisi
dalam fikih dan KHI, serta pendapat ulama kota Medan tentang pasal 173
KHI. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa KHI berkesimpulan

* Zainal Arifin Haji Muhajir “Kewarisan dan Problematikanya di Indonesia’Penerbit;
Lembaga Kajian Dialektika. (Tanggerang Selatan. 2023)

* Ahda Fithriani, “Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi
Hukum Islam”, Syariah Jurnal IImu Hukum, XV, No. 2, (Desember,2015), h. 93-106.
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€.

bahwa penganiayaan dan fitnah memiliki bahaya yang besar, sehingga dapat
dikategorikan sebagai penghalang mewarisi.*°

Jurnal yang berjudul “Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang
Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A” Oleh Riyan
Ramdani, M. Najib Karim.*" Penulis dalam jurnal tersebut menyimpulkan
bahwa tiga metode ushul figh digunakan oleh Kompilasi Hukum Islam
untuk menentukan pembaharuan penghalang kewarisan: maslahah
mursalah, sad dzariah, dan giyas. Menurut Kompilasi Hukum Islam,
pembunuhan, penganiayaan berat, dan fitnah dijadikan penghalang
mewarisi karena semuanya dapat berujung pada kematian, seperti
penganiayaan berat yang menyebabkan cedera fisik pada korban, terutama
pembunuhan yang direncanakan sebelumnya. Selain itu, fitnah dimasukkan
karena memiliki efek jera dan hukumannya setidaknya lima tahun, atau
lebih. Kompilasi Hukum Islam menggunakan giyas sebagai metode dalam
menetapkan hal ini karena kesamaan pembunuhan dengan fitnah dengan

alasan yang kuat, yaitu keinginan untuk mendapatkan warisan dengan cepat.

f. Jurnal yang berjudul “Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang

Fitnah Menjadi Halangan Sebagai Ahli Waris (Analisis Hukum Positif dan
Norma Agama di Indonesia) oleh Syamsul Muniri dan Nur Shofa Ulfiyati.*®
Kesimpulan penulis, Pada dasarnya, fitnah dalam bahasa Alqur’an berbeda
dari fitnah dalam bahasa Indonesia. Karena makna fitnah dalam al-Quran
sangat luas. Ulama sepakat bahwa pembunuhan dapat menghalangi
kewarisan. Meskipun al-Quran mengatakan bahwa fitnah lebih berbahaya
daripada pembunuhan, namun fitnah tidak serta merta dapat menghalangi

kewarisan dalam konteks ini. Dalam KHI, fitnah berarti seseorang dengan

* Amru Syahputra Lubis, “Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Penghalang

Mendapatkan Warisan dalam KHI Pasal 173", (Tesis, IAIN Sumatera Utara, Sumatera Utara,
2014)

*" Riyan Ramdani, M. Najib Karim. “Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang

Mewarisi Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A”, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah : Jurnal
Hukum dan Peradilan Islam. Volume I, Nomor 2, September 2020

8 Syamsul Muniri dan Nur Shofa Ulfiyati “Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Tentang Fitnah Menjadi Halangan Sebagai Ahli Waris (Analisis Hukum Positif dan Norma
Agama di Indonesia)” Jurnal Mabahits (Jurnal Hukum Keluarga) STAI Al-Yasini Pasuruan. Jilid
2 Terbitan 01, September 2021. h. 41-45
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sengaja mengajukan fitnah kepada kepolisian, sehingga pengadilan

membebaskan orang yang difitnah karena tidak ada bukti dan orang yang

mengajukan fitnah tersebut dianggap bersalah karena telah melakukan
fitnah.

Dari beberapa kajian terdahulu yang sudah dibahas, terdapat kesamaan
dalam objek kajian yang akan penulis teliti yaitu berfokus pada pembahasan
mengenai pembaharuan hukum Penghalang Kewarisan yang ditetapkan oleh KHI
pada Pasal 173 khususnya Penganiayaan Berat dan Fitnah. Namun, yang
membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang pernah dibahas
sebelumnya adalah bahwa penulis mencoba melakukan penelitian terhadap dua
isu sekaligus yakni penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi
yang ada dalam pasal 173 KHI, yaitu dengan melakukan penelitian yang lebih
mendalam terhadap alasan dan dasar serta metode istinbath hukum yang
dilakukan para tokoh dan ulama perumus KHI dalam menetapkan penganiayaan
berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi. Penelitian ini sebagai upaya
penelitian lanjutan terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

Selanjutnya, kalau pada penelitian-penelitian terdahulu para peneliti
melakukan komparasi antara aturan penghalang kewarisan dalam KHI dengan
literatur hukum waris islam secara umum, maka dalam penelitian ini penulis
melakukan komparasi hanya khusus dengan pandangan fiqih Mazhab Syafi’i. Hal
lain yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian
terdahulu adalah pada tinjauan yang dilakukan. Penulis melakukan tinjauan
Magashid Syari’ah terhadap ditetapkannya Penganiayaan Berat dan Fitnah
sebagai penghalang mewarisi oleh KHI.

F. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Figih, Ushul Figih
(istinbath hukum) dan teori Maqashid Syari’ah. Melakukan kajian dari sisi Figih
(Hukum), Ushul Figih (Dalil) untuk mengetahui metode istinbat hukum yang
dilakukan oleh para tokoh dan ulama perumus KHI dalam menemukan dasar
hukum untuk menetapkan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang

kewarisan. Dan melakukan peninjauan melalui teori Magashid Syari’ah terhadap
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penganiayaan berat dan fitnah yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk
menerima warisan menurut KHI, dan juga terhadap ketentuan penghalang waris
menurut fiqih Mazhab Syafi’i.

1. Metode Istinbat hukum

Istilah "istinbath” mengacu pada perumusan suatu masalah, dan metode
merupakan susunan cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan tugas
supaya tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Menurut terminologisnya,
istinbath adalah upaya dan kemampuan seorang mujtahid untuk merumuskan
hukum syara’ melalui ijtihad berdasarkan al-Quran dan Hadits. Istinbath berasal
dari bahasa Arab, yang artinya mengeluarkan atau menetapkan. kemudian,
seorang mukallaf dituntut untuk mengikuti dan menerapkan suatu hukum, yang
biasa disebut hukum syara' atau hukum Islam. Oleh karena itu, metode istinbath
adalah suatu aturan dalam perumusan hukum Islam (syar').

2. Teori Maqgashid Syari’ah

Magoshid Syari’ah artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi
yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran islam, al-
quran dan Hadis Nabi SAW. Magqdashid Syari'ah mencakup hikmah-hikmah di
balik hukum, dan juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh
hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana
menuju keburukan. Selain itu, Magdashid Syari'ah juga mencakup "menjaga akal
dan jiwa manusia”, yang berarti larangan tegas terhadap minuman beralkohol dan
minuman penghilang akal lainnya. Selain itu makna Magéshid Syari’ah adalah
sekumpulan maksud llahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar
hukum Islam. Magdashid Syari’ah dapat pula mempresentasikan hubungan antara
hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan
dan keadaban.*®

Terdapat tiga macam Magqgashid Syari’ah, yaitu magqdshid ‘ammah,
magashid khoshshoh dan magéshid juziyyah. Peneliti akan menggunakan teori

magashid juziyyah untuk meninjau penganiayaan berat dan fitnah sebagai

* Abu Ishaq Al-Syathiby, Al Muwafagaat Fi Ushuli As-syari’ah, Jilid Il (Kairo: Mustafa
Muhammad, t.th.), h. 6
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penghalang kewarisan, dan magashid khoshshoh untuk meninjau aturan
penghalang kewarisan, dan magqdshid ‘ammah untuk meninjau tujuan syariat
secara umum dalam menetapkan aturan kewarisan.
G. Metode Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan

dengan model sebagai berikut:*°
1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian
hukum islam normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang
bertujuan untuk menemukan solusi untuk masalah hukum tertentu dengan
menyelidiki dan mempelajari hukum sebagai asas, aturan, norma, prinsip, teori,
dan kepustakaan lainnya.>® Metode penelitian hukum normatif memiliki
karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau literature research yang berbeda
dengan metode penelitian empiris (non-doktrinal) yang berkarakteristik penelitian
lapangan (field study).>* Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum
doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam
kepustakaan Anglo America disebut sebagai legal research merupakan penelitian
internal dalam disiplin ilmu hukum.> Penelitian normatif ini dimaksudkan untuk
memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa
sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum.>*

Sebagai penelitian hukum islam normatif, maka penelitian yang penulis
lakukan adalah dengan menggali norma-norma baik dari hukum-hukum yang

berlaku, maupun pemikiran dari ahli hukum dengan mengumpulkan serta

*® Desain penelitian yang penulis lakukan adalah mengikut kepada desain penelitian
hukum normatif yang dijelaskan dalam buku Metode Penelitian Hukum oleh Dr. Muhaimin, SH,
M.Hum. Lihat Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram-NTB: UNRAM Press, 2020),
h.72

> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram-NTB: UNRAM Press, 2020), h.48

>2 Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam
Perspektif Ilmu Hukum, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), (Volume 2, Issue 1, February
2021), h.8

>> Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian limu
Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi IImu Sosial, Bagian
Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, h. 15.

** Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. h.52
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menelaah data terkait hal-hal yang menjadi penghalang menerima waris dari
buku-buku, kitab, Kompilasi Hukum Islam (KH]I), jurnal-jurnal dan lain-lain.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
komparatif (comparative approach) dan pendekatan Filsafat (Philosophical
Approach).>® Melalui pendekatan komparatif peneliti ingin mengetahui persamaan
dan perbedaan penghalang mewarisi baik menurut mazhab syafi’i maupun KHI.
Sedangkan dalam ranah Filsafat peneliti menggunakan ushul figih dalam
melakukan analisis terhadap dasar hukum yang digunakan oleh KHI dalam
menetapkan pembaharuan penghalang waris dan melakukan peninjauan magasid
syari’ah terhadap ketetapan tersebut.
3. Sumber dan Jenis Data
Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini peneliti
menggunakan jenis data sekunder’® berupa bahan-bahan hukum.” Menurut
Amirudin dan Zainal Asikin sumber penelitian hukum normatif hanyalah data
sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.>®
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah sumber data primer yang bersifat
utama dan penting guna mendapatkan sejumlah informasi yang berkaitan
dengan penelitian. Dalam penelitian ini, sebagai sumber primer adalah
yang memberikan teori tentang masalah yang diteliti yaitu yang berkaitan
dengan penghalang mewarisi. Data ini diambil dari buku Kompilasi
Hukum Islam (KHI), yang disusun oleh Direktorat Pembinaan Badan
Peradilan Agama dan dirjen pembinaan kelembagaan agama islam,
cetakan deprtemen agama R.I (Jakarta: 2000). Kemudian juga diambil
dari kitab-kitab Figqih Mazhab Syafi’i, antara lain kitab al-Umm,

> peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud 1), Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2005), h.93

*® Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia,
1986), h. 11

*’ Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Penerbit
Alfabeta, 2013), h. 66

> Amirudin dan H. Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118
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(Muhammad bin Idris as-Syafi’i, Bairut: Daarul Fikr, 1990) kitab induk
dalam Mazhab Syafii, ar-Risalah, (Muhammad ibn Idris asy-
Syafi’i,Beirut: Dar al-Kutub al-limiyah, 1969), Al-Nawani, Yahya Bin
Syarf, Minhaj al-Tholibin, Beirut: Dar al-Fikr, 1425.H, kemudian al-
Majmu’ Syarh al-Muhazzab oleh imam Al-Nawawi Yahya ibn Syaraf, ,
Beirut: Daar al-Fikr, 1347 H, Mughni al-Muhtaj (Khatib al-Syirbini,
Libanon: Dar al-Kutub al-limiyah, 1994), I ‘Anatut Thalibin karya Abi
Bakar ibnu al-Mahrum Muhammad Syata. Minhaj al-Tholibin, karya
Imam Nawawi (Yahya Bin Syarf Al-Nawawi, Beirut: Dar al-Fikr, 1425
dan lain-lain.

Dipilihnya kitab-kitab diatas sebagai sumber primer dalam
penelitian ini karena Kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab rujukan
utama dalam mazhab syafi’i.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder, maka data yang diperlukan dalam
penelitian ini diambil dari kitab-kitab yang menjelaskan mengenai
permasalahan yang diteliti, adakalanya tulisan-tulisan, buku-buku atau
kitab yang berkaitan dan berhubungan dengan pembahasan penghalang
mewarisi. Antara lain al-Fighul Islami Waadillatuhu, (Wahbah az
Zuhaili Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Bidayatul Mujtahid karya lbnu
Rusyd, Figh as-sunnah karya Sayyid Sabiq, al-Figh ‘ala al-Mazhab al-
Arba’ah karya Abdurrahman al-Jaziri, Bidayatul Mujtahid karya Ibnu
Rusyd, Syarah Shahih Muslim, serta buku-buku, kitab-kitab dan literatur
lain yang mendukung.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu data pelengkap yang memberikan
penjelasan dari data primer dan sekunder. berupa kamus-kamus yang
dapat menjelaskan istilah, atau arti yang berkaitan dengan pembahasan
penelitian ini, antara lain kamus Al-Munawwir karya Ahmad Warson

Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus, Magoyyis al-
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Lughoh karya Ibnu Faris, KBBI dan lain-lain. Penulis juga memperkaya
dengan berbagai tulisan ilmiah, jurnal dan lain-lain.

Adapun cara yang peneliti lakukan dalam menentukan referensi
utama dan pendukung dalam Mazhab Syafi’i, pertama-tama peneliti
mengambil referensi utama dalam kitab rujukan utama Mazhab Syafi’i,
selanjutnya menambah penegasan dengan memasukkan referensi yang
berasal dari Kitab-kitab mazhab syafi’i yang ditulis oleh ulama-ulama
terkemuka dalam Mazhab syafi’i. Kemudian menambahkan dengan
kitab-kitabb fikih  perbandingan mazhab. peneliti gambarkan dalam

Hierarki berikut:

Rujukan Utama
Mazhab Syafi’i

Al-Umm Ar-Risalah

4

Kitab-kitab yang ditulis
Ulama Mazhab Syafi’i

V

al-Majmu’ Syarh al-

Minhaj al-Tholibin Muhazzab

Mughni al-Muhtaj

!

Kitab-kitab empat

Mazhab
Al-Fighul Islami Wa . L al-Figh ‘ala al-Mazhab
Adillatuhu Bidayatul Mujtahid al-Arba’ah
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4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode
pengumpulan data sekunder, yaitu:>®
a. Studi pustaka (bibliography study);
b. Studi dokumen (document study); dan
c. Studi arsip (file or record study).
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka
(bibliography study) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang
berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan

dalam penelitian hukum normatif.*

Penelitian ini menggunakan tampilan tertulis
berdasarkan data yang diambil dari analisis yang mendalam oleh peneliti dan hasil
dari analisis kepustakaan.®* Data dikumpulkan selama proses penelitian, dari awal
hingga akhir, dengan menggunakan berbagai literatur yang relevan dengan
masalah hukum kewarisan yang sedang dibahas.®?> Pengumpulan data atau bahan
hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun
penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

Setelah bahan hukum ditemukan, data kajian kemudian dikumpulkan
dengan cara menemukan dan menyeleksi ayat-ayat al-Qur’an dan hadis serta
paradigma penemuan hukum oleh ulama terkait dengan penganiayaan berat dan
fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam KHI. Data pendukung selanjutnya
diambil dari berbagai kitab figih dan ushul figih, khususnya yang berkaitan
dengan penghalang kewarisan dan tentang metode penggalian hukum. Kemudian
data yang disampaikan oleh ulama fikih, ditelusuri dengan sistematis untuk
menemukan pendapat ulama terdahulu tentang penganiayaan berat dan fitnah

sebagai penghalang warisan.

>* Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Citra Aditya Bakdi, Bandung,
2004), h. 81-84

® Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. h.65

®! Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Aneka
Cipta, 2002), h. 22

62 Muhammad Abdul Kadir, Hukum Dan Penelitian Hukum, (Bandung: Pt. Citra Aditiya
Bakti, 2004), h. 81.
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5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan sebagai kegiatan memberikan komentar yang dapat
berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan
komentar. Setelah itu, menggunakan teori yang telah ditentukan untuk membuat
kesimpulan tentang hasil penelitian.®® Kata analisis merupakan kata serapan dari
bahasa Inggris, berasal dari kata analysis yang berarti analisa, pemisahan,
pemerikasaan yang diteliti.®*

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis

yang bersifat kualitatif,”

yaitu analisis data yang mengutamakan kualitas atau
mutu data daripada kuantitas karena menggunakan penggambaran (deskripsi)
terhadap temuan-temuan daripada angka. Dalam proses analisis data, penulis
mengumpulkan bahan dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Kemudian
menganalisis bahan atau litaratur yang relevan dengan masalah penelitian, baik
teori, konsep maupun keterangan yang relevan. Setelah itu, bahan disusun secara
sistematis untuk memberikan penjelasan tentang masalah penelitian.?® Proses
penganalisisan dilakukan dengan cara sebagai berikut;
a. Klasifikasi
Mengklasifikasikan data yang dikumpulkan dari penelitian pustaka
terkait sumber-sumber yang berkaitan dengan penghalang kewarisan.
Fasilitas ini bermanfaat untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan
data sesuai dengan kebutuhan penelitian.
b. Verifikasi
Setelah diklasifikasikan, maka dilakukan pemeriksaan terhadap data yang
diperolen untuk memastikan bahwa masalah tersebut benar.

Pembentukan kebenaran teori, fakta, dan sebagainya yang dikumpulkan

® Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. h.71

* John M. Echols, dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 2003), h. 28

® Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis
dan Disertasi,( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h.19. Lihat juga: Meruy Hendrik
Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, (Law Review, Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan, VVol. V, No.3. Maret 2006), h. 94

% Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014),
cet. ke-9, h.167
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untuk diolah atau dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis dikenal
sebagai verifikasi.

c. Analisa

Data yang diperoleh dan telah melalui tahap klasifikasi dan verifikasi,
kemudian dianalisa yaitu tentang bagaimana penetapan penganiayaan
berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi serta tinjauan magasid
syari’ah.

Selanjutnya, terkait sistem penulisan yang digunakan dalam penelitian ini
sesuai dengan ketentuan yang ada dalam buku Panduan Penulisan Tesis Pasca
Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa tahun 2023.

H. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terbagi ke dalam tiga bagian yaitu bagian awal, inti dan akhir.
Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan keaslian,
abstrak, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman
pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi dan lampiran. Sedangkan bagian
tengah/inti berisi uraian penelitian dari bagian pendahuluan sampai bagian
penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab dan sub-sub bab sebagai satu
kesatuan.

Pada tesis ini penulis menuangkan hasil penelitian dalam lima bab. Pada
tiap-tiap bab terbagi atas beberapa sub-bab yang menjelaskan pokok bahasan dari
bab yang bersangkutan. Maka, untuk mempermudah dalam memaparkan materi
dari tesis ini yang dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB1: PENDAHULUAN
Bab ini berisi pendahuluan yang merupakan suatu pengantar
umum pada isi tulisan berikutnya yang meliputi : Latar Belakang
Masalah, rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, definisi
operasional, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Dan
Sistematika Pembahasan.
BABII : LANDASAN TEORI
Berisi tinjauan umum tentang Hukum Kewarisan Islam yang

terdiri dari pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, rukun,
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BAB Il :

BAB IV :

BABV :

syarat dan sebab-sebab kewarisan, ahli waris, Kompilasi Hukum
Islam yang terdiri dari pengertian, sejarah dan kedudukan KHI
serta pembaharuan hukum dalam KHI. Kemudian tinjauan
tentang Fiqih Mazhab Syafi’i serta Magdshid Syari’ah.
PENGANIAYAAN BERAT DAN FITNAH SEBAGAI
PENGHALANG MEWARISI

Berisi pembahasan tentang dasar hukum atau metode istinbath
hukum Kompilasi Hukum Islam pasal 173 poin a dan b dalam
menetapkan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang
Mewarisi Kemudian sebab-sebab Penghalang Mewarisi menurut
KHI dam Mazhab Syafi’i, kemudian penjelasan tentang
pandangan Figih Mazhab Syafi’i terhadap penganiayaan berat
dan fitnah sebagai penghalang mewarisi

PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH TERHADAP
PENGANIAYAAN BERAT DAN FITNAH SEBAGAI
PENGHALANG MEWARISI DALAM PASAL 173 KHI DAN
FIQIH MAZHAB SYAFTI’L

Berisi pembahasan tentang Perspektif Maqdshid Syari’ah
terhadap Penganiayaan Berat dan Fitnah sebagai Penghalang
Mewarisi dalam Pasal 173 KHI dan Perspektif Maqdshid
Syari’ah terhadap Penganiayaan Berat dan Fitnah sebagai
Penghalang Mewarisi dalam Figih Mazhab Syafi’i

PENUTUP

Bab lima ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian bab-bab
sebelumnya, yang berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan
uraian tesis ini, yang dilengkapi dengan saran-saran atau
rekomendasi. Adapun bagian terakhir dari tesis ini terdiri dari

daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang terkait dengan

penelitian penulis.
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BAB IV
PERSPEKTIF MAQASID SYARI‘AH TERHADAP PENGANIAYAAN
BERAT DAN FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI DALAM
PASAL 173 KHI DAN FIQIH MAZHAB SYAFI'1

A. Perspektif Maqasid Syari‘ah terhadap Penganiayaan Berat dan Fitnah
sebagai Penghalang Mewarisi dalam Pasal 173 KHI

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mengkaji teori magasid
syart‘ah tidak dapat dipisahkan dari pembahasan maslazah (Kebaikan). Magasid
syart‘ah bermakna tujuan, himah dan rahasia Allah dalam menetapkan sebuah
syariah, tujuan tersebut adalah maslahah bagi seluruh umat. Maslahah merupakan
manifestasi dari magasid syari‘ah (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan
maslahah bagi hamba-Nya.

Tidak ada yang dapat menjelaskan secara menyeluruh nilai, hikmah dan
filosofi yang terkandung dalam penetapan hukum kewarisan. Namun, segala
aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam melalui Qur'an dan Hadis adalah

kebenaran. Imam Ibnu alQoyyim menjelaskan:
J3e g sl sl & sl wliasy S B i Wi ‘/,w_u 5
L@-K‘“&"J \41535 Uazs ‘@’3 ity

“sesungguhnya syari’at itu pembangunannya dan dasarnya adalah atas
hukum dan kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat dan syariat
itu semuanya adalah keadilan, rahmat, maslahat dan hikmah %%

Maka dapat difahami, bahwa syariat Islam semua aturan yang ada
didalamnya adalah mengandung Magqasid asy-syari‘ah. Berikut penjelasan lbnu

‘Asyur terkait diantara hikmah dari aturan kewarisan Islam:

Y& aus Y aslo o Jople JW gas g 1Sy % i) el 18
e 89 5588 Gy Al a3 & W) ks B G5 s OY5 dnd ALt

V) Bl 5015 (3 ebe ) Jos s

367
j.3,h.11.

Ibnu al-Qoyyim, I’lam al-Muwagqqi’in, (Libanon, Dar al-Kutub al-1lmiyyah, 1991 M),
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“Terdapat tujuan atau hikmah dari dibagikannya harta warisan yaitu
menjadikan harta tersebut sebagai hak milik kerabat pemiliknya, karena hal itu
tidak akan membuat pemilik harta kesal. Dan karena aturan itu juga menjadi
usaha agar harta terjaga di lingkungan kepemilikan keluarga, dan dengan begitu
akan tercipta kesejahteraan ummat, sebab ummat terdiri dan terbentuk dari
keluarga-keluarga”*®

Dengan demikian, jelas bahwa tujuan utama dari aturan kewarisan adalah
untuk memastikan bahwa keluarga si pewaris tetap terjaga kesejahteraannya
dengan memberikan hartanya kepada ahli waris yang ditinggal.

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa seperti yang
dijelaskan oleh Ahmad al-Raisuni dalam bukunya Madkhal Ila magasid bahwa
magqasid syari’ah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Magasid ‘Ammah, yaitu: Maqgoshid yang dipelihara dan direalisasikan
dalam domain syariat secara umum, seperti menjaga agama, jiwa,
keturunan, akal, dan harta, serta menghilangkan kerusakan, menerapkan
keadilan, dan melindungi diri dari keinginan hawa nafsu.

2. Magasid Khossoh yaitu: Magoshid yang berhubungan dengan masalah
tertentu. Seperti magqasid syari’ah pada hukum kewarisan atau pada
bagian-bagian hukum kewarisan.

3. Magasid Juziyyah yaitu: Maqoshid setiap hukum yang berkaitan dengan
objeknya, seperti wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, sah, batal, boleh,
tidak boleh, sebab, syarat, dan penghalang, dan lain sebagainya

Dalam hal ini, magashid syari‘ah terbagi menjadi tiga: maqdshid ‘ammah”,
magashid khoshshoh, dan magéshid juziyyah, berdasarkan aspek masalah yang
sedang dikaji. Jadi, jika yang dibahas adalah fitnah dan penganiayaan berat
sebagai penghalang kewarisan, maka yang dikaji adalah magashid juziyyah; jika
yang dibahas adalah masalah kewarisan atau penghalang kewarisan, maka yang
dikaji adalah magashid khoshshoh; dan jika yang dibahas adalah tujuan syariat
secara keseluruhan dalam menetapkap aturan kewarisan, maka yang dicari adalah

maqashid ‘ammah".

%8 Ibnu ‘ Asyur, Magoshid al-Syariah al-Islamiyah, (Mesir, Dar al-Salam, 2012) h. 199
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Selanjutnya, setelah mengkaji dasar Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang
menetapkan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang kewarisan, yang
salah satunya adalah Qiyas, dengan menganalogikan penganiayaan berat dan
fitnah dengan pembunuhan. Dan setelah menjelaskan ‘Illat penetapan hukum
melalui Qiyas tersebut, maka dapat kita simpulkan sebagian dari Magasid asy-
syart‘ah Juz iyyah terhadap ketentuan penghalang hak mewarisi. Antara lain:

a) Menjaga kestabilan kehidupan

Pembunuhan jelas merupakan perbuatan yang dapat merusak tatanan
kehidupan sosial masyarakat. Maka islam datang dengan menerapkan aturan yang
sangat tegas terhadap pelaku pembunuhan dengan tujuan agar perbuatan tersebut
musnah atau dihindari. Salah satunya adalah dengan menetapkan pelaku
pembunuhan tidak mendapat warisan. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Dihlawi
(w. 1176 H) :**°

VAU 5 G S g O e 50 oo 2 Y GG 4 G
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“sesungguhnya syariat menetapkan bahwa pelaku pembunuhan diganjar
tidak menerima warisan karena banyak sekali kejadian dimana ahli waris
membunuh pewarisnya untuk mempercepat mendapatkan hartanya terutama pada
anak-anak paman dan yang lainnya, maka sudah semestinya aturan itu
diberlakukan untuk memutus kerusakan diantara mereka.”

Jelaslah bahwa dijadikannya pembunuhan sebagai salah satu penghalang
kewarisan guna untuk menjaga agar kehidupan aman, stabil dan mencegah adanya
kerusakan diantara manusia. Hal ini juga berlaku untuk kejahatan penganiayaan
berat dan fitnah, di mana pelaku dianggap ingin menguasai harta pewarisnya,
sehingga menggagalkannya untuk mencapai tujuannya tersebut adalah hukuman
yang pantas. Tujuannya adalah untuk membuat pelakunya jera, dan dengan
demikian akan terciptalah keamanan dan kestabilan di masyarakat.

b. Menjaga keselarasan aturan kewarisan dengan Fitrah manusia

%9 Al-Dihlawi, al-Hujjah al-Balighah, (Beirut, Dar al-Jil, 2005M), j. 2, him. 185.
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Secara fitrah, manusia cenderung mementingkan dan memikirkan
kesenangan dan juga kebahagian orang-orang dekatnya serta orang-orang yang ia
cintai semasa hidupnya. Dia berharap bahwa orang-orang yang dicintainya itu
kelak akan menggantikannya dan menempati posisinya saat dia meninggal nanti.

Seperti yang ditegaskan oleh Al-Dihlawi (w. 1176 H):3"
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“Kewarisan biasanya berfokus pada tiga hikmah: menggantikan posisi si
mayat pada kedudukan dan martabatnya. Sudah pasti bahwa seseorang berusaha
keras untuk memastikan generasi berikutnya dapat melanjutkan pekerjaannya atau
posisinya. Kedua: pelayanan, toleransi, dan empati terhadap dirinya. Ketiga,
kekerabatan yang menggabungkan dua rahasia yang disebutkan sebelumnya.
Yang ketiga ini (kekerabatan) adalah yang paling penting).”

Dari penjelasan Al-Dihlawi diatas dapat kita pahami bahwa kewarisan
sesungguhnya adalah bagian dari keberlanjutan martabat seseorang yang
berpindah kepada ahli warisnya setelah dia mati. Secara fitrah, seorang manusia
akan lebih senang jika martabat atau posisinya berpindah kepada orang yang
merupakan keluarganya atau orang yang memiliki hubungan kasih sayang
dengannya. Karena dasar yang merupakan pondasi hukum kewarisan adalah rasa
solidaritas dan pertemanan. Begitu juga dengan hubungan Kkasih sayang
(Muwalah) yang merupakan kesepakatan seluruh ummat manusia.*"*

Maka, jika nantinya ada diantara keluarganya tersebut atau orang yang ia
sayangi tersebut melakukan penganiayaan atau fitnah atas dirinya dengan sengaja
tentulah akan membuat hubungan kasih sayang diantara mereka hilang. Dan tentu
la tidak akan berharap bahwa orang tersebut akan menjadi penerus kedudukannya
saat dia mati. Dan jika harta warisan yang ia tinggalkan juga diberikan kepada
orang yang melakukan aniaya atau fitnah terhadapnya tentulah ia tidak setuju dan

70 |pid,. 186
31 1bid,. 181
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akan bertentangan dengan fitrah diatas. Maka, dapat disimpulkan bahwa diantara
maqgashid asy-syari’ah dari menetapkan penganiayaan berat dan fitnah sebagai
penghalang kewarisan ialah untuk menjaga keselarasan aturan kewarisan dengan
Fitrah manusia.

c. Realisasi dari solidaritas sesama keluarga dan sosial

Ikatan solidaritas sesama keluarga akan terjalin sebab adanya hubungan
kasih sayang (Muwalah). Hubungan kasing sayang adalah satu diantara landasan
yang menjadi motif kewarisan antara ahli waris dan pewaris. Muhammad Abu

Zuhroh menjelaskan:*"?
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“alasan islam menjadikan harta warisan itu berputar dikalangan keluarga,
itu karena manfaatnya akan berputar diantara ahli waris-ahli warisnya, maka yang
kuat diantara mereka akan menjaga yang lemah, yang kaya membantu yang
miskin. Menafkahi orang fakir yang lemah adalah kewajiban pada harta
kerabatnya yang kaya, maka perputaran itu menjadi sebab keluarga akan menjadi
pengganti dan penerus bagi si mayit pada hartanya.”

Oleh karena itu, mencegah pelaku penganiayaan berat dan fitnah untuk
menerima warisan adalah bertujuan untuk menjaga tujuan dan hikmah hukum
kewarisan, yaitu mempertahankan solidaritas antara sesama keluarga. Sebaliknya,
jika mereka yang melakukan penganiayaan berat dan fitnah diizinkan untuk
menerima warisan, solidaritas keluarga akan sulit terwujud karena tali Muwalah,
atau kasih sayang, telah hilang.

Dari ketiga Magdshid Syari’ah Juz iyyah dari penghalang kewarisan di atas,
dapat diketahui bahwa magashid asy-syari’ah Khoshshoh dari hukum kewarisan
adalah bermuara pada perhatian syariat terhadap kesejahteraan dan hubungan

kasih sayang antara keluarga. Maka, Magdshid Syari’ah ‘Ammah dari aturan

32 Muhammad Abu Zuhrah, Fi al-Mujtama’ al-Islami, (Kairo,Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.),
h. 72
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penghalang kewarisan adalah memelihara keturunan (Hifzhu al-Nasl). Seperti
yang dijelaskan oleh Quraisy Ali berikut ini:*"®
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“Orang yang meninggal sangat memperhatikan ketenteraman keluarga yang
ditinggalkannya. Oleh Kkarena itu, syariat Islam menetapkan hubungan
kekeluargaan sebagai landasan kewarisan. dengan memberikan prioritas yang
lebih tinggi pada hubungannya dengan si mayat dibandingkan dengan hubungan
lain. seperti orang tua, cucu, dan keturunan mereka. Hubungan anak laki-laki

dengan si mayat membuatnya memiliki bagian yang lebih besar daripada yang
lain, karena kedekatannya dengan si mayit.”

_,-,,\

Dapatlah difahami bahwa menjaga ketenteraman dan kesejahteraan keluarga
adalah bentuk dari urgensi Syariat islam terhadap terwujudnya Hifdzu al-Nasl
(Memelihara keturunan) sebagai salah satu dari magdshid syari’ah ‘Ammah.

Meskipun dalam penerapan aturan kewarisan ini juga terdapat magashid
syari’ah dalam memelihara harta juga yaitu Hifz al-mal Namun, tujuannya
tetaplah untuk menjaga kesejahteraan keluarga yang yang ditinggal. Dengan
menjaga kesejahteraan sebuah keluarga, maka itu merupakan bentuk
pemeliharaan terhadap kesejahteraan umat.

Demikian juga dengan magashid asy-syari’ah lain yaitu Hifdzu an-Nafs
(memelihara jiwa). Dalam Islam, pembunuhan dan penganiayaan dilarang.
Pelakunya diancam dengan hukuman Qisas (pembalasan yang seimbang), diyat,
atau denda, dan kafarat atau tebusan. Untuk melindungi diri dari segala sesuatu
yang membahayakan, pemeliharaan jiwa (Hifdzu an-Nafs) menjadi perbuatan
(primer). Oleh karena itu, disarankan agar seseorang mempertimbangkan dengan
matang dan teliti dulu sebelum melakukan pembunuhan atau penganiayaan,

karena jika yang dibunuh mati, maka pembunuh juga akan mati, atau jika yang

%3 Quraisy Ali, Magoshid Ahkam al-Fraidh, (Algeria, Jamiah Mantury, t.t.), h. 15.
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dianiaya menderita luka, maka pelakunya akan menderita luka yang sebanding
dengan perbuatannya (Qishas).

Islam melarang pembunuhan dan segala bentuk usaha atau cara untuk
menghilangkan nyawa seseorang. Dan islam juga mewajibkan manusia untuk
manjaga dirinya dari berbagai hal yang mengganggu kemaslahatan hidupnya.
Oleh karenanya, penganiayaan, melukai, adalah hal yang juga dilarang agar
tercipta kemaslahatan terhadap sesama manusia.

Sama halnya dengan memfitnah, memfitnah adalah perbuatan merugikan
yang dapat merusak harga diri, reputasi, dan martabat orang yang difitnah, dan
berpotensi menyebabkan kondisi psikologis atau mental orang yang difitnah
menjadi tidak sehat. Pemeliharaan jiwa (Hifdzu an-Nafs) dipelihara untuk
melindungi diri dari segala sesuatu yang membahayakan, sehingga diharapkan
seseorang berpikir secara mendalam sebelum melakukan perbuatan fitnah.

Namun, kembali kepada pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya
bahwa dalam mebandingkan antara penganiayaan dan fitnah terhadap
pembunuhan perlu diperhatihakan sisi perbedaan keduanya, yaitu bahwa
pembunuhan menghilangkan nyawa korban sedangkan penganiayaan berat dan
fitnah tidak sampai menghilangkan nyawa korban. Sehingga, meskipun ada
persamaan dari sisi magdshid syari’ah tidak serta-merta hukum keduanya dapat
disamakan yaitu sebagai penghalang kewarisan. Hal ini menyebabkan, tinjauan
magqdshid syari’ah tehadap penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang
kewarisan dalam memelihara kesejahteraan keluarga (Hifzhu al-Nasl) dianggap

Samar.

B. Perspektif Maqasid Syari‘ah terhadap Penganiayaan Berat dan Fitnah
sebagai Penghalang Mewarisi dalam Fiqih Mazhab Syafi’i
Sebelum menguraikan pandangan mazhab syafi’i terhadap ditetapkannya
penganiayaan berat dan fitnah oleh KHI sebagai penghalang mewarisi persfektif
magqdshid syari’ah, terlebih dahulu penulis uraikan magdshid syari’ah Juz’iyyah
dari masing-masing penghalang kewarisan yang disepakati oleh Jumhur U’lama

termasuk mazhab Syafi’i, yaitu Perbudakan, Pembunuhan dan Berlainan agama.
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Dan seperti yang telah dijelaskan bahwa semua aturan-aturan Syari’ah pasti
mengandung hikmah dan rahasia dibalik penetapannya, dan itu semua adalah
bentuk kemaslahatan terhadap ummat islam.

Selanjutnya, untuk mengungkap magqdshid syari’ah tersebut perlu diketahui
pertama-tama ‘/llar atau alasan dari ditetapkannya masing-masing dari
penghalang kewarisan tersebut.

Pertama, Perbudakan

Dalam QS. al-Nahl ayat 75 ditegaskan:

“Allah telah membuat perbandingan seorang budak yang dimiliki. Dia
Tidak sanggup melakukan apa saja.”

Maksud ayat ini ialah:
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“Ini bermakna bahwasanya syari’at telah menetapkan bahwa seoran;g budak

tidak diakui dan tidak diterima seluruh tindakan atau transaksinya. Seorang budak

tidak bisa memiliki, tidak bisa menguasai sesuatu, memutuskan atau mengadili
sesuatu, dan persaksiannya juga tidak diterima.”*"

Seorang budak tidak bisa mendapat harta warisan, tidak bisa memiliki harta,
sebab dia sendiripun adalah milik orang lain atau milik tuannya. Budak tidak
layak dijadikan sebagai ahli waris dikarenakan hartanya akan secara otomatis
berpindah kepada majikannya. Juga di antara penyebab kenapa perbudakan
dianggap sebagai sisa-sisa kekafiran ialah, dikarenakan kekafiran itu juga
merupakan salah satu faktor seseorang menjadi budak.®”

Didasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan hukum
(Illat) perbudakan sebagai penghalang kewarisan berfokus pada status
kepemilikan harta. Jika harta warisan diberikan kepada orang yang pada dasarnya
bukan ahli waris, itu tidak logis. Dengan kata lain, pemilik atau majikan budak

akan secara otomatis memiliki harta tersebut.

% Muhammad Muhiddah, Al-Tarikat wa al-Mawarist, (Algeria, Dar al-Fajr, t.t), h. 54.
35 Muhammad Banis, Bahjah al-Bashr, (Algeria, Dar al-Huda, t.t), . 170.
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Dari penetapan ‘//lat ini, maka kita bisa melihat sisi magdshid syari’ahnya,
bahwa dengan ditetapkannya perbudakan menjadi penghalang kewarisan maka hal
tersebut menjadi sarana menjaga harta (Hifdz al-Mal) agar harta tersebut tidak
jatuh pada orang yang tidak berhak memilikinya.

Kedua, Pembunuhan

Telah diurakan diatas bahwa Illat dari ditetapkannya pembunuhan sebagai
penghalang kewarisan adalah karena menyebabkan kerusakan alam. Dan diantara
bentuk kerusakan tersebut adalah putusnya Muwalah atau kasih sayang antara
pelaku dan korban.

Jad ons B 3V J ) ) &g 3 aiss

“demikian itu, jika seorang pembunuh dapat mewarisi yang dibunuhnya
maka akan menyebabkan kerusakan alam.”%"®

Dijelaskan oleh Khatib al-Syirbini (w. 977 H) bahwa diantara bentuk
kerusakan tersebut yang kemudian menjadi penyebab pembunuhan bisa menjadi

penghalang kewarisan, yaitu:

3 L g sVl s

“Karena, kalau seorang pembunuh bisa mewarisi yang dibunuhnya, maka
akan ada kemungkinan seseorang akan mempercepat mendapatkan harta warisan
dengan melakukan pembunuhan. Maka kemaslahatan akan terlihat dengan
mengharamkan pelaku pembunuhan mendapatkan harta warisan. Dan juga bahwa
pembunuhan juga menyebabkan putusnya kasih sayang, dan kasih sayang itu
adalah penyebab kewarisan.*”’

Dari penjelasan Khatib al-Syirbini tersebut dapat dipahami bahwa illat
ditetapkannya pembunuhan sebagai penghalang mewarisi adalah karena
pembunuhan dapat memutus tali kasih sayang dan tali saling peduli (Muwalah)
antara si pelaku dan si korban. Sedangkan seperti diketahui bahwa hubungan
kasih sayang adalah penyebab adanya kewarisan. Saat hubungan kasih sayang
tersebut hilang maka hilang pula lah hak kewarisan. Imam Al-Qolyubi

menambahkan:

876 Hasyiah al-,, Adwi ,, Ala Syarah Mukhtashor, h. 222.
377 al-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj,...h.44
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“Hilangnya hak kewarisan disebabkan hilangnya rasa saling tolong-
menolong dan kasih sayang. Yang mana unsur kasih sayang (muwélah) lah yang
menjadi dasar hukum adanya kewarisan.”

Dengan begitu dapatlah diketahui bahwa magashid syari’ah dari
ditetapkannya pembunuhan sebagai penghalang kewarisan adalah sarana untuk
menjaga keutuhan kasih sayang (Muwalah) dan kesejahteraan antara keluarga
atau bagian dari (Hifzhu al-Nasl). Selanjutnya, bahwa penetapan pembunuhan
sebagai penghalang kewarisan juga menjadi sarana pada penjagaan jiwa (Hifdzu
an-Nafs). Jiwa harus dijaga dan dilindungi diri dari segala sesuatu yang
membahayakan. Al-Khadimi menjelaskan bahwa, maksud dari menjaga jiwa
adalah:

s a0 sy st & A 5 sty

“Menjaga hak jiwa pada kehidupan, keselamatan dan kemuliaan™®"®

Ketiga, Perbedaan Agama
Perbedaan agama menghalangi kewarisan, diantara alasan atau ‘Illatnya
adalah bahwa Muwalah atau ikatan kasih sayang diantara keduanya terputus. Al-

Damiri menjelaskan :
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“seorang yang murtad tidak dapat mewarisi baik dari orang islam, dari
orang kafir maupun dari sesama orang murtad, karena sesama murtad tidak tidak
meninggalkan harta warisan. la tidak mewarisi dari seorang muslim berdasarkan
hadis nabi, tidak mewarisi dari orang kafir asli karena keduanya berbeda, dan hal
ini tidak ada perselisihan dikalangan ulama.” °

t

Beliau juga mengatakan :
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%78 al-Khadimi, Nir al-Din Mukhtar. ‘ilm al-magdsid al-shar Tyah. (al-Riyadh: Maktabat
al‘Ubaykan. 2001),h.72
379 Kamaluddin Muhammad bin Musa Al-Damiri, h.45
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“dan karena rasa kasing sayang telah terputus antara keduanya (orang islam
dan orang kafir), maka keduanya tidak saling mewarisi.”**

Maka, jelaslah bahwa alasan seorang muslim tidak akan mendapat warisan
dari seorang kafir atau sebaliknya, yaitu karena hubungan Muwalah (kasih
sayang) antara keduanya telah terputus. Meskipun dalam pergaulan dan kehidupan
sosial keduanya masih bersaudara, saling memberi perhatian dan saling bertemu,
akan tetapi dari sisi agama hubungan kasih sayang antara mereka berdua telah
putus. Dapatlah disimpulkan bahwa ‘Illat (landasan hukum) pada masalah
perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan bermuara pada hilangnya kasih
sayang antara pewaris dan ahli waris.

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa penjagaan terhadap utuhnya
Muwaléh (kasih sayang) demi kesejahteraan keluarga adalah bagian dari
magqdshid syari’ah (Hifdz an-Nasl). Selain itu, ditetapkannya perbedaan agama
menjadi penghalang kewarisan juga merupakan penjagaan terhadap agama (Hifdz
ad-Din), agama harus dijaga dari segala hal yang dapat merusaknya. Saat harta
seorang muslim berpindah ketangan orang kafir maka bisa saja harta itu kemudian
justru akan dimanfaatkan untuk merusak agama islam.

Demikianlah diantara magqdshid syari’ah dari ditetapkannya penghalang
kewarisan. Selanjutnya, mengenai ditetapkannya penganiayaan berat dan fitnah
sebagai penghalang kewarisan oleh KHI, dalam pandangan Mazhab Syafi’i,
apakah hal tersebut telah benar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip magashid
syari’ah, atau justeru sebaliknya, bahwa hal tersebut melanggar prinsip-prinsip
magqdshid syari’ah.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam Figih mazhab Syafi’i
penganiayaan berat dan fitnah tidak dapat digolongkan menjadi salah satu
penghalang kewarisan. Sebab pembunuhan yang dimaksud dalam penghalang
waris adalah menghilangkan nyawa pewaris sehingga menyebabkan terjadinya
pembagian harta warisan. Sedangkan menganiaya berat dan fitnah atas kejahatan
yang menyebabkan cacat atau sakit atau hukuman penjara lima tahun tidak sampai
menyebabkan pemilik harta kehilangan nyawanya.

%80 1hid,.
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Oleh karena itu, penetapan penganiayaan berat dan fitnah terhadap calon
pewaris yang digolongkan sebagai penghalang kewarisan olen KHI perlu juga

ditinjau dari sisi Mudharat (keburukan, kerugian)®*

yang akan para pelaku
dapatkan bila mana ternyata korban tidak sampai meninggal, atau justru sudah
mendapatkan maaf dari korban, tetapi mereka tetap tidak mendapatkan hak
terhadap harta warisan. Dimana hal tersebut untuk sementara bisa saja dianggap
sebagai usaha untuk menahan hak orang lain, dan hal tersebut tentu saja
melanggar prinsip maqgdshid syari’ah. Islam memerintahkan untuk menjaga hak
diri, diantaranya hak terhadap harta. Dan tentu saja ini merupakan bentuk
penjagaan terhadap harta (Hifdzu al Mal).

Islam menempatkan harta sebagai salah satu unsur yang sangat penting
dalam kehidupan manusia, bahkan islam menjadikan perlindungan, pelestarian
dan pemeliharaan terhadap hata sebagai salah satu tujuan magdshid syari’ah.
Harta berperan penting dalam kehidupan individu dan masyarakat, juga
merupakan tiang penyangga kehidupan. Harta menjadi salah satu wasilah untuk
mencapai kebahagiaan dan terhindar dari kesengsaraan. Harta dapat menjadi
sebab terciptanya kesejahteraan hidup individu maupun masyarakat, dan harta
juga menjadi sarana yang amat penting dalam rangka beribadah kepada Allah
Swit.

Menurut syariat, harta memiliki beberapa fungsi dan peran. Fungsi pertama
adalah untuk mendukung kegiatan peribadatan, seperti menggunakan kain sarung
untuk membantu sholat. Kedua, untuk memelihara dan meningkatkan iman
sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, seperti dengan bersedekah dengan
harta. Ketiga, untuk memastikan keberlangsungan hidup dan estafet hidup.
Keempat, untuk mengatur kehidupan dunia dan akhirat.*®?

Oleh sebab itu, Islam sangat memperhatikan urusan harta. Baik aturan

cerkait cara mendapatkannya, memanfaatkannya dan juga dalam hal menjaganya.

%81 Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, cetakan ke-14, h. 818.
%82 Muhammad al-Assal, Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh
Drs. H. Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 44
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Imam asy-Syathibi menjelaskan cara menjaga dan memelihara harta sesuai
dengan ketentuan magashid syari‘ah, yang berarti bahwa Allah telah melarang
mencuri, sangsi, curang, dan berkhianat dalam bisnis, riba, dan memakan harta
orang lain dengan cara yang tidak sah. Dengan demikian, harta harus dijaga dan

dipelihara sesuai dengan ketentuan ini.®®

Wahbah al-Zuhaili juga menjelaskan
peran magéshid syari'ah dalam menjaga sesuatu yang penting dari harta, seperti
melarang pemborosan harta dari hal-hal yang tidak penting, melarang
penumpukan harta ditangan orang-orang kaya, dan mewajibkan infaq dan sedekah
untuk mendistribusikan harta sehingga bermanfaat bagi semua orang lain.**
Dalam mempertahankan hak milik Islam memberikan hadiah yang spesial
bagi seseorang yang meninggal dikarenakan mempertahankan hak miliknya
tersebut, yaitu mati syahid. Dan walaupun orang tersebut membunuh orang yang
mau merampas hak miliknya Justru orang itulah yang masuk neraka bukan orang

yang membunuhnya. Hal tersebut dapat kita pahami dalam Hadits Rasulullah

Saw;
(.1;/&;“\&“»\ SIIRESRE Ju’”“\wz%i}i su;
uﬁ? 106 « GG aad N6 5106 ¢ JU AT A g e by st G 05t

i‘duu »:JG ¢ GG O
“Dari Abu Hurairah -radiyallahu 'anhu-, ia berkata, Ada seorang lelaki
datang kepada Rasulullah -sallallahu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, "Wahai
Rasulullah! Bagaimana pandanganmu jika ada seorang lelaki datang ingin
mengambil hartaku?" Beliau menjawab, "Jangan kau berikan hartamu!" Laki-
laki tersebut berkata, "Bagaimana pendapatmu jika ia menyerangku?" Beliau
menjawab, "Lawanlah dia!" Laki-laki itu berkata, "Bagaimana menurutmu jika ia
membunuhku?" Beliau  menjawab, "Maka engkau syahid." Laki-laki itu
berkata, "Bagaimana  pendapatmu  jika aku  membunuhnya?" Beliau
menjawab, "Maka dia (yang engkau bunuh) di neraka." **°

383 asy-Syathibi, al-Muwafagot fi Ushul al-Syariah, jilid 2, h. 6-7.

%4 Wahbah al-Zuhaili, Maghosid al-Syariah al-Islamiyah fi al-Mal wa al-Igtishad
allslami, makalah disampaikan dalam seminar The Second Islamic Economics and Finance
Research Forum oleh lkatan Ahli Ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 13-14
November 2013. h. 5.

385 Muslim bin Hajjaj, Sahih Muslim No. 140. Lihat Juga Salim bin Id Al-Hilali, Bahjah
an-nazirin Syarh Riyad as-Shalihin. (Saudi Arabia, Dar Ibn Jauzy. 1418 H), h.
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Selain itu, Islam sangat tidak menghendaki adanya kemudharatan. Seorang
yang telah cukup syarat untuk menerima harta warisan, namun dikarenakan dia
pernah dipersalahkan dengan ketetapan hukum oleh pengadilan bahwa dia pernah
menganiaya berat atau fitnah terhadap pewaris yang tidak sampai menghilangkan
nyawa pewaris maka dia akan kehilangan haknya terhadap harta warisan. Menurut
hemat penulis ini termasuk bentuk kemudharatan bagi ahli waris tersebut.
Terlebih bila mana ternyata dia sudah mendapatkan maaf dari pewaris, artinnya
sebab kemaafan tersebut menjadikan tali kasih sayang (Muwalah) antara dia
dengan pewaris telah tersambung kembali.

Kalau kita cermati kembali pasal 173 KHI, disana KHI sama sekali tidak
menyinggung faktor pemaafan oleh pewaris terhadap ahli waris yang menganiaya
atau memitnahnya. Artinya tidak berlaku maaf dalam KHI, apabila suatu hukum
telah ditetapkan maka ia akan berlaku seumur hidup. Padahal bila kita kaitkan
dengan hukum Islam, maka akan kita temui selalu ada maaf dalam setiap
perbuatan.

Faktor kemaafan dari pewaris yang menjadi korban penganiayaan atau
fitnah oleh ahli waris seharusnya menjadi pertimbangan oleh KHI dalam
memutuskan ahli waris terhalang dari mewarisi. Maaf yang diberikan oleh
pewaris terhadap pelaku (ahli waris) menyebabkan hubungan muwalah atau kasih
sayang antara mereka tertaut kembali. Hal ini berarti bahwa faktor yang
menyebabkan adanya kewarisan telah kembali wujud. Seperti yang telah
diuraikan diawal bahwa faktor saling peduli, saling mengasihi dan tolong
menolong adalah penyebab adanya hubungan kewarisan antara pewaris dan ahli
waris. Dimana faktor-faktor tersebut terwujud dalam hubungan nasab, ikatan
pernikahan, dan hubungan memerdekakan budak.

Ketika kita kaitkan dengan peganiayaan berat atau fitnah yang dilakukan
oleh si ahli waris sebagaimana yang diatur dalam KHI Pasal 173 poin a dan b, jika
dari pihak pewaris sudah memaafkan si ahli waris tersebut, selanjutnya apabila si
pewaris meninggal maka ia sudah bisa menerima warisan selayaknya ahli waris
yang lain. Adapun mengenai pemaafan yang dapat menggugurkan hukuman ini,

bahkan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan secara sengaja saja Islam
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memotivasi ahli waris dari pihak korban untuk memaafkan/membebaskan si

pelaku dari hukuman qisas, Allah Subhanahu wa ta‘ala berfirman:

oo S B Dl o) 1Sl Copaaly “‘ttﬂ; tog sl o 6@ 235
{J\uu& w&}s.\xdwsw@;y 5
Artinya: ....“Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf
dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari
Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu,
maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. Al-Bagarah: 178)

Penulis berpendapat bahwa hal ini adalah bentuk kemudharatan yang
diterima oleh ahli waris. Artinya, oleh sebab aturan dalam KHI tersebut dia
terhalang dari mendapatkan haknya terhadap harta warisan. Dan ini adalah
merupakan bentuk kerugian yang dia dapatkan.

Dalam islam, diwajibkan untuk menolak Mudharat. Mudharat (5_-«)
diserap kedalam bahasa indonesia dengan bentuk kata mudharat yang artinya
sesuatu yang tidak mendatangkan keuntungan ataupun merugi.**® Kata mudharat
bermakna mudharat, membahayakan, merugikan dan kerusakan.®®’ Berkenaan
dengan wajibnya menolak Mudharat, Nabi Muhammad Saw. Bersabda :

Y)) JD%M\J u\ww\wjgjf@-\uud&bdwwd\f

P

WMJ&(()J&Y

Artinya: “Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan AIl-Khudri ra,
Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh

membahayakan orang lain.” 388

Selanjutnya, dalam satu Qoi’dah Figh juga dikatakan:

Iy el

“Segala kemudharatan itu harus dihilangkan/dihindari”*

%8¢ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet 111, Edisi ke-3,
, h.720.

%87 Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, cetakan ke-14, h. 818.

%88 At-Tuhfah ar-Rabbaniyah fi asy-Syarhi Arba’ina haditsan an-Nawawiyah (Dar Natsr
ats-Tsaqofah, Iskandariyah, 1380.H),h.

389 As-Suyuti, al-Asbah wa an-Nadzoir, Cet.| (Dar Kutub al-ilmiyah, Beirut, 1403 H) j.1,
h,83. Lihat juga : Shidqy Al-Borno, Al-Wajiz fi Idhah Qawa’id al-fighi al-Kulliyah. (Maktabah
Syamilah.t.t),h.258
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Berhubungan dengan qo’idah ini, Ahmad az-Zarqo’ menjelaskan :
Y 5l il gl o8 s S OY sieddd B35 5l A o4 g

s 455 58 6 s ol

Artinya: “Wajib menghilangkan/menghindari kemudharatan dan menolak

keburukan/bahaya, karena menurut menurut fuqoha’ bahwa perintah ini adalah

wajib. Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan yang sama
atau dengan yang lebih besar”*®

Al-Mawardi juga menjelaskan :

@ - % o/‘n @ 240 . RS /&/// 27 _o 7 - a~° ° - 4 {‘0 1%
U a1 OB diles 18550 il & Sas Y G aidll o 1gd sAeld) oda

oW ke o ) OBl A s IS @JJj\ S

2ol Wiy ey g

Artinya : “Segala bentuk dan ragam kemudharatan adalah dilarang dan
ditolak. Dalam qo’idah figih ini tercakup didalamnya separuh dari keseluruhan
aturan figih, karena sesungguhnya hukum-hukum dan aturan figih itu kebanyakan
seputar mencari maslahah dan menolak mudharat. Maka termasuklah didalamnya
menolak mudharat yang berkenaan dengan al-Kulliyat al-Khomsah yaitu menjaga
agama (hifz ad-din); menjaga jiwa (kifz an-nafs); menjaga akal (kifz al-"aql);
menjaga keturunan (kifz annasl); menjaga harta (ifz al-matl).”**

Maka, Seorang ahli waris yang cukup syarat untuk menerima harta warisan
dia diharuskan untuk menjaga hak tersebut dengan menolak atau menghindari
segala kemudharatan yang datang. Penulis melihat bahwa penetapan
penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang kewarisan oleh KHI
dikhawatirkan menjadi penyebab datangnya kemudharatan bagi orang tersebut.
Dimana kemudharatan tersebut berbentuk kerugian sebab ia terhalang untuk
mendapatkan harta yang memang menjadi haknya.

Dari uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penetapan
Penganiayaan berat dan Fitnah oleh KHI sebagai penghalang mewarisi dalam

figih Mazhab Syafi’i adalah tidak sesuai dengan prinsip Magasid Syari‘ah akan

3% Ahmad bin Syeikh Muhammad az-Zarqo’, Syarh Qowaid Fighiyah, (t.t.p 1989 M),
J.1, h, 195

31 Abi al-Hasan Ali bin Sulaiman Al-Mawardi, at-tahbir syarh at-Tahrir fi Ushul al-figh,
cet-1 jilid,8(Maktabah ar-Rusyd, Riyad,2000),h.3846
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tetapi justeru menabrak prinsip Magasid Syari‘ah tersebut, dalam hal ini adalah
penjagaan terhadap harta (%ifz al-mal). Dan ketetapan tersebut dikhawatirkan akan
menyebabkan munculnya kemudharatan, yaitu berupa terhalangnya seseorang dari
mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya.
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BAB V
PENUTUP
B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam tesis ini, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan oleh KHI dalam menetapkan Penganiayaan
Berat (dipersalahkan dengan putusan hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap telah menganiaya berat pewaris). dan Fitnah
(dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu
kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau
hukuman yang lebih berat) sebagai penghalang hak mewarisi pada pasal
173 Huruf a dan b adalah Qiyas (Analogi hukum). Yaitu dengan
menganalogikan penganiayaan berat dan fitnah tersebut kepada
pembunuhan, karena sama-sama merupakan tindak pidana kejahatan
yang menyebabkan hilangnya Muwalah (kasih sayang) antara pelaku dan
korban. Sehingga hukum keduanya bisa disamakan, yaitu sebagai
penghalang hak mewarisi. Hal ini dikarenakan, salah satu landasan
hukum saling mewarisi adalah terjalinnya hubungan Muwalah (kasih
sayang) antara pewaris dan ahli waris.

2. Dalam pandangan Fiqih Mazhab Syafi’i Penganiayaan berat dan Fitnah
tidak dapat digolongkan menjadi penghalang hak mewarisi. Karena
penghalang kewarisan yang disepakati dalam Mazhab Syafi’i hanya tiga
yaitu Budak, Pembunuhan dan Berbeda agama. Kalaupun Penganiayaan
berat dan Fitnah tersebut digiyaskan kepada pembunuhan, maka giyasnya
dianggap lemah karena ‘/llat (landasan hukum) nya merupakan sebuah
hikmah yang tidak memiliki sifat Munasib (kemaslahatan yang jelas).
Ditambah lagi, bahwa pembunuhan yang dimaksud dalam penghalang
waris adalah menghilangkan nyawa pewaris sehingga menyebabkan
terjadinya pembagian harta warisan. Sedangkan Penganayaan berat dan
Fitnah tidak sampai menghilangkan nyawa pewaris.
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3. Magashid Syari’ah Juziyyah dari penghalang hak mewarisi adalah untuk
menjaga kestabilan kehidupan, memelihara keselarasan aturan kewarisan
dengan fitrah manusia dan realisasi dari solidaritas sesama keluarga. Hal
ini berdasarkan maqgashid syari’ah Khoshshoh dari hukum kewarisan,
yaitu memelihara hubungan kasing sayang antara sesama keluarga.
Kemudian dari maqashid syari’ah Juziyyah dan maqashid syari’ah
Khashshah ini, dapat disimpulkan bahwa maqgashid syari’ah ‘Ammah
terhadap ketentuan penganiayaan dan fitnah sebagai penghalang hak
mewarisi pada pasal 173 dalam KHI adalah untuk menjaga keturunan
(hifz al-Nasl). Yaitu memlihara ketenteraman keluarga yang ditinggal
oleh si pewaris, dengan meningkatkan solidaritas sesama mereka dalam
menikmati harta warisannya. Dengan begitu, keluarga yang merupakan
ahli waris bisa menjadi generasi penerus bagi kedudukan dan martabat di
si pewaris. Namun, tinjauan maqashid syari’ah ini dianggap samar
dikarenakan analogi hukum antara pembunuhan dengan penganiayaan
dan fitnah merupakan analogi yang lemah.

Selanjutnya, dalam pandangan Mazhab Syafi’i, penetapan
Penganiayaan berat dan Fitnah sebagai penghalang mewarisi tidak sesuai
dengan prinsip Maqasid Syari‘ah akan tetapi justeru dikhawatirkan
menabrak prinsip Maqasid Syari‘ah tersebut, dalam hal ini adalah
penjagaan terhadap harta (hifz al-mal). Dan ketetapan tersebut dapat
menyebabkan munculnya kemudharatan, yaitu berupa terhalangnya
seseorang dari mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya.

Peneliti sendiri lebih cenderung memilih pendapat Mazhab Syafi’i.
Ditetapkannya penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang
mewarisi dikhawatirkan menyebabkan mudharat bagi pelaku. Kalau
memang penganiayaan dan fitnah tersebut memang menyebabkan korban
meninggal maka ia harus dihukum tidak mewarisi. Akan tetapi bila mana
korban tidak sampai meninggal, atau dikemudian hari korban sembuh
dan sudah memberi maaf kepada pelaku, dan tali persaudaraan antara

mereka sudah kembali tersambung, maka merupakan sebuah
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kemudharatan bila haknya dihalangi dari mendapat warisan. Dan hal ini
tentu saja menabrak prinsip Maqoshid Syari’ah (hifz al-mal).

KHI dalam hal ini harusnya juga mempertimbangkan faktor
kemaafan dari pelaku, saat si korban sudah memaafkan pelaku, mestinya
si pelaku tersebut tidak perlu lagi disanksi dengan tidak mewarisi. Oleh
karenanya peneliti menyarankan agar KHI dalam aturan tersebut
mengecualikan pelaku penganiayaan dan fitnah yang sudah mendapatkan
maaf dari korban.

Selanjutnya peneliti  berpendapat bahwa terhadap pelaku
penganiayaan berat dan fitnah cukuplah bagi mereka bentuk sanksi lain,
sanksi penjara oleh pemerintah misalnya, atau 7a ’zir oleh hakim dan
sanksi-sanksi lain yang layak, tapi tidak dengan menghalangi mereka dari

haknya terhadap harta warisan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas peneliti memberikan saran-

saran berikut:

1. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan
juga amalan, sehingga bisa menjadi dasar dalam memutuskan
permasalahan yang berkaiatan dengan masalah hukum waris di tengah
masyarakat.

2. Bagi peneliti, seharusnya penelian ini bisa menjadi bahan rujukan untuk
penelitian selanjutnya, dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahan
dalam penelitian ini ketika menemukan hal yang kurang tepat dalam
penulisan, pengambilan kesimpulan ataupun isi kajian.

3. Bagi pemerintah atau praktisi hukum, dengan menggandeng para pakar,
akademisi, cendikiawan dan ulama, sebaiknya melakukan penelitian
kembali terkait kualitas kebenaran dan kelayakan terhadap beberapa

poin-poin hukum yang dijadikan pedoman didalam KHI.
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